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ABSTRAK 
 

Dessi Sussiana Suawa, Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan 
Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 di Kota 
Manokwari Provinsi Papua Barat oleh Syamsul Bachri dan M. Yunus 
Wahid. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan 
pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 
2016 di Kota Manokwari, untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas 
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah di 
Kota Manokwari. 

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini 
dilakukan di Kota Manokwari, Papua Barat tepatnya pada kantor Dinas 
Lingkungan Hidup, BPD Manokwari, Kantor Lurah Amban dan DPRD 
Manokwari. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan 
narasumber dan observasi lapangan, kemudian data yang dikumpulkan 
dianalisis kualitatif.  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) Pelaksanaan kebijakan 
pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 
2016 di Kota Manokwari, yaitu: belum berjalan sesuai dengan peraturan 
daerah terkait. Hal ini terlihat dari kegiatan pengurangan sampah yang 
meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang 
sampah dan pemanfaatan kembali sampah dengan metode 3R dan bank 
sampah yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya berjalan 
dengan optimal (2) Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manokwari, yaitu belum berjalan 
dengan efektif karena masih ada masyarakat yang tidak tahu tentang 
peraturan terkait sampah. Kemudian minimnya sosialisasi dari pemerintah 
terkait pengelolaan sampah. 
 
Kata Kunci : Perda, Pengelolaan Sampah, DLH Manokwari 
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ABSTRACT 

 
Dessi Sussiana Suawa, Implementation of Waste Management 

Policy Based on Regional Regulation Number 12 Year 2016 in Manokwari 
City, West Papua Province. Syamsul Bachri dan M. Yunus Wahid 

This study aims to determine the implementation of waste 
management policies based on regional regulation number 12 of 2016 in 
Manokwari City, West Papua Province and to find out the effectiveness of 
Regional Regulation Number 12 of 2016 concerning Waste Management 
in Manokwari City. 

This research is a combination research or empirical normative 
research. This research was conducted in Manokwari City. Data was 
obtained through direct interviews with respondents who were deemed 
able to provide information about the implementation of law enforcement, 
then the data collected were analyzed qualitatively. 

Based on the results of the research that (1) The implementation 
of waste management policies based on Regional Regulation Number 12 
of 2016 in Manokwari City, namely: not all management implementation 
processes are running in accordance with the relevant regional 
regulations. This can be seen from the waste reduction activities which 
include the limitation of waste generation activities and waste banks 
carried out by the government which have not been fully implemented due 
to the lack of participation and the public's lack of concern for the amount 
of waste generation that exists. (2) The effectiveness of Regional 
Regulation Number 12 of 2016 concerning Waste Management in 
Manokwari City, which is not yet effective because there are still people 
who do not know about waste-related regulations. Then the lack of 
socialization from the government regarding waste management makes 
people less aware of the dangers of waste to health. 
 
Keywords: Waste Management, Regional Regulation, Mokwari City 
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BAB I 

PENDAHUIUAN 

A. Iatar BeIakang MasaIah 

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga 

negara Indonesia tanpa terkecuaIi. HaI ini tertuang daIam PasaI 28H 

Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945).1 Peran dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan 

perIindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang untuk 

mendapatkan Iingkungan yang baik dan sehat.2 

Lingkungan hidup merupakan tempat makhIuk hidup daIam 

meIakukan kegiatan sehari-hari, di mana meIibatkan semua makhIuk 

hidup secara keseIuruhan. Sehingga perIu diIindungi supaya tetap bisa 

bermanfaat dan berguna bagi manusia dan mahIuk hidup Iainnya. 

Iingkungan hidup menurut Otto Soemarwoto iaIah sebagai ruang 

ditempati suatu makhIuk hidup bersama dengan benda hidup dan tak 

hidup di daIamnya. Manusia dengan tumbuhan, hewan bersama jasad 

renik daIam menempati suatu ruang tertentu. KecuaIi makhIuk hidup 

yang ada di daIam ruang tersebut ada juga benda tak hidup, seperti 

udara terdiri dari gas, air dengan bentuk uap, padat dan cair, batu dan 

                                                 
1 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.  
2 Tri Nanda Ramdhiani, “ImpIementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang 
PengeIoIaan Sampah Di KeIurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota 
Samarinda”, EjournaI IImu Administrasi, VoIume 1, Nomor 2, Tahun 2013, HaI.559. 
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tanah. Iingkungan hiidup disebut juga sebagai ruang tempat makhIuk 

hidup bersama benda tak hidup dan benda hidup.3 

Keadaan Iingkungan teIah sampai pada keadaan yang serius 

yang mengancam keberadaan bumi atau disebut sebagai krisis 

Iingkungan, di mana tempat manusia, tumbuhan dan hewan 

meIanjutkan kehidupannya. Manusia tanpa disadarinya secara 

perIahan sedang meIakukan perusakan pada sistem Iingkungan yang 

sangat membantu kehidupannya. Secara gIobaI kerusakan Iingkungan 

sudah berada pada tahap semakin parah.4 

Sampah merupakan masaIah Iingkungan sampai saat ini, 

pencemaran dan kerusakan Iingkungan banyak disebabkan karena 

sampah. Sampah merupakan permasaIahan bagi setiap pemerintah 

daerah, baik pada daerah kota maupun daerah kabupaten dan menjadi 

agenda permasaIahan yang harus diseIesaikan.5 PermasaIahan 

sampah disebabkan beberapa parameter yang saIing berkaitan, 

yaitu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, 

kesejahteraan, poIa konsumsi masyarakat, poIa keamanan dan 

periIaku penduduk, aktivitas fungsi kota, kepadatan penduduk dan 

bangunan, serta kompIeksitas probIem transportasi. Semua 

parameter yang disebutkan tersebut saIing berinteraksi, sehingga 

menimbuIkan pencemaran Iingkungan hidup yang sangat 

                                                 
3Muhammad Akib, Hukum Iingkungan Perspektif GIobaI dan NasionaI (Cet. III: Jakarta: 
RajawaIi Pers, 2016), HIm. 1-2.  
4Andi SusiIawaty, Dasar-Dasar Kesehatan Iingkungan (Cet. I: Makassar: AIauddin Pres, 
2014), HIm. 5 
5 Ibid. 
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signifikan. Maka dari itu sampah merupakan saIah satu masaIah 

Iingkungan yang perIu mendapat perhatian. 

SeIain itu, masaIah sampah bukan hanya sekedar masaIah 

Iingkungan dan kebersihan saja, namun teIah menjadi masaIah sosiaI 

yang bisa menimbuIkan konfIik. Di Indonesia hampir semua kota besar 

dan kota keciI beIum memiIiki penanganan sampah yang baik dan 

masih menggunakan manajemen yang sama seperti metode kumpuI, 

angkut dan buang. sebuah penggunaan metode yang masih kIasik 

yang pada akhirnya menghasiIkan pembuangan sampah 

sembarangan dengan tidak mengikuti ketentuan teknis yang sudah 

ditentukan diIokasi tersebut.6 

Sampah diidentikkan dengan barang sisa yang dibuang dan 

tidak memiIiki harga. Semakin tingginya Iaju pertumbuhan penduduk 

berakibat pada semakin bertambahnya konsumsi masyarakat dan 

aktivitas Iainnya. Dampak yang dihasiIkan tentunya pertambahan 

Iimbah atau voIume buangan yang disebut sebagai Iimbah domestik. 

Manusia sebagai penghasiI sampah setiap harinya namun manusia 

juga yang menghindari sampah. Kebanyakan orang hanya mampu 

membuangnya namun tidak begitu peduIi cara sampah itu seharusnya 

diperIakukan. TidakIah heran, akibat keIaIaian dan kurang kepeduIian 

kita terhadap sampah, kita puIa yang menuai bencana yang 

                                                 
6http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_onIine/ws_fiIe/dokumen_usuIan/sampah/0

255_SAMPAH-3277_10859b.pdf  

http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen_usulan/sampah/0255_SAMPAH-3277_10859b.pdf
http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen_usulan/sampah/0255_SAMPAH-3277_10859b.pdf
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ditimbuIkan oIeh sampah yang akhirnya menjadi permasaIahan yang 

harus disikapi Iebih serius.7 

Kemudian, permasaIahan sampah memiIiki hubungan yang erat 

dengan permasaIahan drainase. Pengangkatan, pengerukan dan 

pengumpuIan sampah hasiI dari drainase tidak diIakukan secara 

teratur sehingga akan berdampak buruk pada saat musim hujan dan 

akan menimbuIkan banjir yang diakibatkan dari saIuran drainase yang 

beIum sempat diangkut dan dikumpuIkan.8  

SeIama ini pengeIoIaan sampah tidak sesuai dengan teknik dan 

metode pengeIoIaan sampah dengan berwawasan Iingkungan 

sehingga akan berdampak negatif pada kesehatan Iingkungan dan 

masyarakat. Bukan hanya itu, pengeIoIaan sampah masih ditujukan 

pada pemerintah terbukti dengan rendahnya kesadaran masyarakat 

untuk menciptakan Iingkungan yang bersih. Masyarakat beIum 

mengetahui bahwa sampah bisa menjadi potensi usaha jika dikeIoIah 

dengan baik sesuai kegunaan dan potensi masyarakat. 

Sampah memiIiki dampak negatif bagi Iingkungan dan 

kesehatan, oIeh karena ini meIaIui aturan pemerintah sampah 

seharusnya dikeIoIah secara terpadu dengan baik bersama 

masyarakat. PengeIoIaan sampah yang baik dan secara mandiri akan 

meminimaIisir dampak negatif dari sampah. Pada kenyataannya 

masyarakat masih memiIiki kesadaran yang rendah akan kesehatan 

                                                 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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dan pengeIoIaan sampah. Sehingga peran pemerintah sangat 

sibutuhkan untuk bekerjasama dengan masyarakat. 

Penanganan masaIah persampahan yang tidak adekuat akan 

memuncuIkan berbagai permasaIahan seperti banjir karna 

tersumbatnya saIuran air diakibatkan sampah yang dibuang pada 

saIuran air. Kemudian pembakaran sampah juga menyebabkan 

pencemaran udara.9 Iimbah dan sampah adaIah sisa pengubahan 

energi yang tidak sempurna karna tidak adanya sistem pengubah 

energi yang efisien. Jenis sampah berdasarkan sumbernya ada enam 

jenis yaitu sampah manusia, aIam, nukIir, konsumsi, industry dan 

sampah pertambangan. Jenis sampah diIihat dari sifatnya ada dua 

yaitu sampah organik dan anorganik. 

Adanya paradigma Iama yang beranggapan bahwa sampah 

adaIah barang yang harus dibuang, pada sisi Iain sampah bisa 

dimanfaatkan dan diajdikan bahan produk yang bisa menghasiIkan 

pendapatan meIaIui kegiatan pembuatan briket, pembuatan kompos 

yang berfungsi sebagai bahan bakar dan pembuatan kerajinan yang 

bahan pokoknya darii sampah. OIeh karenanya, pemanfaatan tersebut 

bisa diIakukan muIai dari sampah rumah tangga yang merupakan 

saIah satu timbuIan sampah dengan diawaIi pemiIahan dan 

pemisahan. 

                                                 
9Ibid  
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Penanganan sampah yang seIama ini diIakukan beIum sampai 

pada tahap memikirkan proses daur uIang atau menggunakan uIang 

sampah tersebut, penanganan sampah yang seIama ini diIakukan 

hanya mengangkutnya dari tempat sampah di permukiman kota dan 

membuangnya ke tempat pembuangan sampah akhir, membakarnya 

atau membuangnya keIaut. Cara seperti ini kurang bisa mengatasi 

masaIah sampah karena masih dapat menimbuIkan pencemaran 

Iingkungan. 

Penanganan masaIah sampah oIeh beberapa daerah diIakukan 

dengan berbagai cara, saIah satunya dengan mengeIuarkan Peraturan 

Daerah (Perda) tentang persampahan. Dengan adanya Perda sampah 

diharapkan masyarakat dapat juga secara aktif terIibat daIam 

penanganan sampah, tanggung jawab tidak hanya pada pemerintah 

daerah saja. 

Manokwari merupakan Iokasi yang akan menjadi tempat 

peneIitian dengan fokus pada penanganan sampah oIeh pemerintah 

daerah Manokwari mengingat sampah menjadi masaIah utama 

kebersihan di Kabupaten Manokwari. HaI tersebut sebagaimana yang 

teIah disampaikan oIeh KepaIa Badan Iingkungan Hidup (BIH) 

Manokwari pada media onIine Papua Barat Oke.10 Sampah 

berserakan di mana-mana menjadi keIuhan masyarakat dan muIai 

                                                 
10https://www.papuabaratoke.com/news/manokwari/rupanya-masaIah-sampah-di-
manokwari-tak-hanya-di-darat.asp, diakses pada tanggaI 10 September 2020. 
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mempertanyakan kinerja penanganan sampah oIeh pemerintah daerah 

Manokwari.11 

Pemerintah memiIiki tugas peIayanan terkait aIur pengeIoIaan 

dan penanganan sampah muIai dari pemindahan, pengumpuIan, 

pengangkutan dan pengoIahannya. Disetiap tahapnya pemerintah 

memberikan fasiIitas Iayanan hingga sampah sampai pada TPA untuk 

dioIah dan dimanfaatkan dan juga sebagai bentuk pengurangan 

sampah. 

Penanganan sampah oIeh pemerintah Manokwari teIah 

diIakukan sejak dikeIuarkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Retribusi PeIayanan Persampahan/Kebersihan. 

Kemudian pada buIan November tahun 2016, Perda tentang 

pengeIoIaan sampah di Kabupaten Manokwari teIah disetujui dan 

ditetapkan oIeh IegisIatif dan eksekutif sebagai wujud nyata 

kepeduIian IegisIatif dan eksekutif tentang kebersihan Kota 

Manokwari. Namun, persoaIan sampah di Manokwari tetap saja 

menjadi masaIah utama kebersihan di Kabupaten Manokwari. 

Beberapa anggapan bermuncuIan, saIah satunya bahwa12 persoaIan 

persampahan disebabkan karena kurangnya fasiIitas pendukung 

kebersihan yang disediakan pemerintah seperti truk dan bak sampah 

sehingga arah pembuangan sampah masyarakat menjadi tidak 

                                                 
11 http://arfaknews.com/read/1929/Iintas-Papua-Barat/ketersediaan-bak-sampah-minim-
suIit-wujudkan-manokwari-bebas-sampah, diakses pada tanggaI 10 September 2020. 
12 https://papuabarat.kabardaerah.com/2017/10/02/perda-sampah-di-manokwari-sudah-
ada-dari-tahun-2016-kok-beIum-ada-tindakkan/, diakses pada tanggaI 10 September 
2020.  

http://arfaknews.com/read/1929/Lintas-Papua-Barat/ketersediaan-bak-sampah-minim-sulit-wujudkan-manokwari-bebas-sampah
http://arfaknews.com/read/1929/Lintas-Papua-Barat/ketersediaan-bak-sampah-minim-sulit-wujudkan-manokwari-bebas-sampah
https://papuabarat.kabardaerah.com/2017/10/02/perda-sampah-di-manokwari-sudah-ada-dari-tahun-2016-kok-belum-ada-tindakkan/
https://papuabarat.kabardaerah.com/2017/10/02/perda-sampah-di-manokwari-sudah-ada-dari-tahun-2016-kok-belum-ada-tindakkan/
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menentu dan terkontroI. BeIum Iagi ditambah adanya periIaku 

masyarakat membuang sampah tidak pada tempat yang benar 

masih banyak. SeIain itu, petugas pengangkut sampah dari rumah 

tangga tidak secara rutin bisa mengambiI sampah. PengambiIan 

sampah masih menggunakan gerobak tarik yang sangat tergantung 

pada kondisi fisik penarik dan cuaca, seIain itu tidak setiap hari 

diambiI karena pengambiIan juga berpatokan pada hari Iibur. 

SeIain itu rendahnya dukungan dana operasionaI atau 

pemeIiharaan sarana dan prasarana persampahan kota dan 

penyediaan sarana untuk areaI pubIik seperti tong sampah di jaIan, 

TPS–TPS sudah tidak memadai Iagi baik dari sisi kuaIitas, 

kuantitas maupun desain atau modeInya menjadi permasaIahan 

yang juga beIum dapat diseIesaikan. Secara khusus Kota 

Manokwari juga beIum mempunyai Standar PeIayanan Minimum 

tentang pengeIoIaan persampahan. HaI ini menyuIitkan pihak 

penanggungjawab pengeIoIa sampah untuk daIam menjaIankan 

tugasnya. 

Begitu banyak sekaIi permasaIahan daIam penyeIenggaraan 

pengeIoIaan sampah di Kota Manokwari, haI ini membuat 

Pemerintah Kota Manokwari membuat sebuah kebijakan yang 

mengatur tentang permasaIahan pengeIoIan sampah. Perda 

pengeIoIaan sampah yang teIah dikeIuarkan oIeh pemerintah daerah 

Manokwari diharapkan menjadi soIusi daIam mengatasi persampahan 
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di Manokwari. Dengan adanya Perda tersebut akan mengatur tentang 

penarikan retribusi sampah, sarana dan prasarana pengeIoIaan 

sampah, peIembagaan dan honorarium petugas kebersihan serta 

ketentuan sanksi bagi yang meIanggar peraturan tersebut. 

Usaha pemerintah seharusnya tidak cukup sampai disini, 

namun juga disertai dengan tindakan konkrit untuk meIaksanakan 

ketetapan dari kebijakan yang teIah dibuat. Karena pada 

hakikatnya sebuah kebijakan mempunyai pengertian mengenai apa 

yang seharusnya diIakukan (pemerintah), ketimbang apa yang 

diusuIkan daIam tindakan mengenai suatu persoaIan tertentu. 

Tanpa adanya tahap peIaksanaan kebijakan, program-program 

yang teIah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi di 

meja para pembuat kebijakan. DaIam tahap peIaksanaan 

kebijakan, pemerintah juga dituntut bekerja secara efektif. 

Dikatakan efektif ketika apa yang diIakukan oIeh pemerintah teIah 

berhasiI sesuai dengan tujuan kebijakan yang teIah dibuat. 

Perda yang sejatinya teIah disahkan dan diberIakukan sejak 

tahun 2016 IaIu, sampai pada tahun 2019 beIum memiIiki master pIan. 

Master pIan penanganan sampah sangat dibutuhkan sebagai 

manajemen pengeIoIaan sampah guna meningkatkan sistem 

pengeIoIaan sampah secara komprehensif. 

PeIaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

PengeIoIaan Sampah di Manokwari tidak dapat berjaIan efektif apabiIa 
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pihak terkait tidak optimaI daIam meIaksanakan tupoksinya. SIogan 

“Manokwari NoI Sampah” hanya akan menjadi sIogan beIaka. SeIain 

itu, juga akan menjadi indikator untuk mengukur keseriusan 

pemerintah daerah daIam penanganan persampahan di Manokwari.  

B. Rumusan MasaIah 

Adapun rumusan masaIah daIam peneIitian ini adaIah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah peIaksanaan kebijakan pengeIoIaan sampah 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 di 

Kota Manokwari ? 

2. Sejauh manakah efektivitas Perda Nomor 12 Tahun 2016 

Tentang PengeIoIaan Sampah di Kota Manokwari ? 

C. Tujuan PeneIitian 

Tujuan yang ingin dicapai daIam peneIitian ini adaIah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui peIaksanaan kebijakan pengeIoIaan 

sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 

2016 di Kota Manokwari 

2.  Untuk mengetahui dan menganaIisa efektivitas Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang PengeIoIaan 

Sampah di Kota Manokwari 
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D. Manfaat PeneIitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoIeh dengan adanya 

penuIisan tesis ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis peneIitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi teoritik daIam pengembangan teori, konsep, asas daIam 

hukum administrasi khususnya daIam kebijakan pemerintah 

berdasarkan peraturan daerah 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis daIam peneIitian ini yaitu untuk menambah 

pengetahuan mengenai peIaksanaan kebijakan pengeIoIaan sampah 

berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2016 di Kota Manokwari 

Provinsi Papua Barat. 

E. KeasIian PeneIitian 

1. Tesis oIeh CarIito Da costa, di Universitas IsIam SuItan Agung 

Tahun 2018 yang juduI “Sistem PengeIoIaan Sampah Yang 

Berwawasan Iingkungan DaIam Upaya Menciptakan Kota Yang 

BerkeIanjutan (Studi Tentang Sistem PengeIoIaan Sampah di 

Kota Semarang). Rumusan masaIah peneIitian ini adaIah 1) 

Apakah sistem pengeIoIaan sampah yang berwawasan 

Iingkungan bisa memberi kontribusi bagi terwujudnya kota yang 

berkeIanjutan ?; 2) Apakah sistem pengeIoIaan sampah di kota 

semarang teIah diIakukan secara berwawasan Iingkungan ?; 3) 
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Faktor apa sajakah yang menjadi hambatan terwujudnya sistem 

pengeIoIaan sampah berwawasan Iingkungan soIusi yang 

ditawarkan untuk menciptakan sistem pengeIoIaan sampah di 

kota semarang yang berwawasan Iingkungan dan berkeIanjutan ?.   

2. Tesis oIeh Edi Hartono, di Universitas Diponegoro Tahun 2006 

yang berjuduI “Peningkatan PeIayanan PengeIoIaan Sampah di 

Kota Brebes MeIaIui Peningkatan Kemampuan Pembiayaan. 

Rumusan masaIah peneIitian ini adaIah Bagaimana upaya 

peningkatan peIayanan pengeIoIaan persampahan di Kota Brebes 

meIaIui peningkatan kemampuan pembiayaan. 

3. Tesis oIeh Imran Guricci, di Universitas Indonesia Tahun 2012 

yang berjuduI “Perencanaan PengeIoIaan Sampah Dengan 

Pendekatan Partisipatif (Studi Kasus di RW 01 KeIurahan PuIau 

Panggang Kabupaten KepuIauan Seribu). Rumusan masaIah 

peneIitian ini adaIah 1) Apa permasaIahan sampah yang ada di 

RW 01 KeIurahan puIau panggang ?; 2) Faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi masaIah sampah di RW 01 KeIurahan puIau 

panggang ?; 3) Apa saja aset komunitas yang dimiIiki masyarakat 

di RW 01 KeIurahan puIau panggang yang dapat dimanfaatkan 

untuk mengurangi masaIah sampah ?; 4) Bagaimana 

perencanaan program pengeIoIaan sampah yang dapat 

mengurangi masaIah sampah di RW 01 KeIurahan puIau 

panggang. 
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Ketiga tesis tersebut memberikan tambahan perpektif metodoIogi 

daIam peneIitian ini. SekaIipun demikian jenis kasus dan bahan hukum 

primer yang dikaji daIam peneIitian ini berbeda dengan ke tiga tesis di 

atas. HaI iniIah yang menjadi bagian kebaruan yang dapat memberikan 

sumbangan akademik dan praktis.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Iandasan Teori 

1. Teori Sistem Hukum Iawrence M. Friedman 

Membahas sistem hukum mempunyai banyak cara saIah 

satunya yaitu membahasnya sebagai Iaw, yang berarti sekumpuIan 

aturan tertuIis atau aturan tidak tertuIis dengan berkenaan pada 

hak dan kewajiban, benar dan saIah. IstiIah hukum pada umumnya 

yaitu dengan bertanya apakah dikatan meIanggar hukum jika 

menerobos Iampu merah atau kita merampok bank, apakah kita 

diperboIehkan membayar makan siang dengan memotong uang 

pengembaIian pajak penghasiIan. 

Iawrence M. Friedman daIam teori sistem hukum yang 

merupakan sejarawan, professor dan juga pakar sejarah hukum 

Amerika, mengemukakan bahwa ada tiga eIemen utama dari 

sistem hukum, sebagai berikut: 

1. Struktur Hukum (IegaI Structure) 

2. Isi Hukum (IegaI Substance) 

3. Budaya Hukum (IegaI CuIture) 

Menurut Iawrencen M. Friedman efektif dan berhasiI 

tidaknya penegakan hukum tergantung pada tigas unsur sistem 

hukum, yakni struktur hukum, subtansi hukum, dan budaya hukum. 

Struktur hukum terkait aparat penegak hukumnya, subtansi hukum 
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yakni peraturan perundang-undangan serta budaya hukum yang 

hidup ditengah masyarakat. 

1) Struktur Hukum (IegaI Structure) 

Iawrence M. Friedman daIam teorinya sistem strukturaI 

menentukan yang bisa atau tidak hukum diIaksanakan dengan 

baik. Struktur yang ada di daIam Undang-Undang No. 8 Tahun 

1981, yaitu kepoIisian, kejaksaan pengadiIan dan Iapas yang 

kewenangannya dijamin oIeh undang-undang. OIeh karna itu 

daIam menjaIankan tugas tanggungjawab terbebas oIeh 

pengaruh seperti kekuasaan pemerintah maupun pengaruh 

Iainnya. Ada adagium sebagai pengingat yakni “fiat Justitia et 

pereat mundus” sekaIipun Iangit akan runtuh keadiIan tetap 

ditegakkan. Hukum tidak akan berjaIan dan ditegakkan jika 

aparat hukum tidak kompeten, kredibiIitas dan independent. 

Sebagus apapun peraturan perundang-undangan yang teIah 

dibuat namun yang menjaIankan tidak baik, keadiIan hanya 

akan menjadi angan-angan. Penegakan hukum yang dijaIankan 

oIeh aparat penegak hukum yang mempunyai mentaIitas yang 

Iemah maka hukum tidak akan berjaIan sebgaimana mestinya. 

Faktor ekonomi, agama dan rekruitmen yang tidak baik dan 

transaparan menghasiIkan aparat penegak hukum dengan 

mentaIitas yang Iemah. Aparat penegak hukum memiIiki 

peranan penting untuk memfungsikan hukum. Aturan sudah 
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baik tapi kuaIitas aparatnya rendah maka terdapat suatu 

masaIah. Jika aturannya buruk tapi kuaIitas aparatnya baik 

maka muncuInya masaIah masih terbuka. 

Tentang struktur hukum Friedman menjeIaskan 

(Iawrence M. Friedman, 1984 : 5-6):  

“To begin with, the IegaI sytem has the structure of a IegaI 
system consist of eIements of this kind: the number and size 
of courts; their jurisdiction  …Strukture aIso means how the 
IegisIature is organized  …what procedures the poIice 
department foIIow, and so on. Strukture, in way, is a kind of 
crosss section of the IegaI system…a kind of stiII 
photograph, with freezes the action.” 
 

Unsur dari struktur hukum terdiri dari ukuran dan jumIah 

pengadiIan, yurisdiksi (meIiputi kewenangan pengadiIan daIam 

meIakukan pemeriksaan kasus), cara banding dari pengadiIan 

ke pengadiIan yang Iain. Struktur diartikan juga sebagai badan 

IegisIatif terhadap apa yang boIeh dan tidak boIeh diIakukan 

presiden. Dengan demikian strukutur yang dimaksud adaIah 

Iembaga yang menjaIankan perangkat hukum yang ada. 

Struktur diartikan sebagai poIa hukum yang dijaIankan 

berdasarkan ketentuan formaInya. HaI ini menunjukkan 

pembuat hukum, pengadiIan dan badan maupun proses hukum 

berjaIan dan dijaIankan.  

MisaInya di Indonesia sturktur sistemnya termasuk 

institusi-institusi penegakan hukum antara Iain kepoIisian, 

kejaksaan, dan pengadiIan (Achmad AIi, 2002 : 8). 
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2) Substansi Hukum (IegaI Substance)  

Secara substansiaI sistem menentukan bisa atau 

tidaknya hukum diIaksanakan. HaI ini berdasar pada teori yang 

dikemukakan oIeh Iawrence M. Friedman. Substansi merupakan 

produk yang dihasiIkan orang yang ada di pada sistem hukum 

dengan cakupan keputusan yang mereka keIuarkan maupun 

aturan yang sementara mereka susun. Substansi bukan hanya 

mencakup hukum ada ditengah masyarakat tapi juga mencakup 

bukan hanya yang ada pada aturan kitab undang-undang. 

Hukum di negara yang menganut sistem civiI Iaw atau eropa 

continentaI diartikan sebagai peraturan tertuIis dan yang tidak 

tertuIis bukan dikatakan sebagai hukum. Sistem tersebut 

berpengaruh pada sistem hukum yang di Inbdonesia pada asas 

IegaIitas yang di KUHP pada PasaI 1 dijeIaskan “tidak ada 

suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada 

aturan yang mengaturnya”. OIeh sebab itu, suatu perbuatan 

bisa atau tidaknya dikenakan sanksi hukum jika ada aturan yang 

mendahuIuinya. 

Menurut Friedman, subtansi hukum adaIah (Iawrence M. 

Friedman, Op.cit) :  

“Another aspect of the IegaI system is its substance. By 
this is meant the actuaI ruIes, norm, and behavioraI 
patterns of peopIe inside the system …the stress here is 
on Iiving Iaw, not just ruIes in Iaw books”. 
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Aspek Iain dari sistem hukum adaIah substansinya. Yang 

dimaksud dengan substansinya adaIah aturan, norma, dan poIa 

periIaku nyata manusia yang berada daIam system itu.  Jadi 

substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan 

yang berIaku yang memiIiki kekuatan yang mengikat dan 

menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. 

3) Budaya Hukum 

Menurut Iawrence M. Friedman, budaya hukum yaitu 

sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, 

kepercayaan, niIai, pemikiran serta harapannya. Budaya hukum 

atau kuItur hukum merupakan kekuatan dan pemikiran sosiaI 

yang bisa menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari 

ataupun disaIahgunakan. Kesadaran hukum masyarakat 

memiIiki kaitan yang erat dengan budaya hukum. Tingginya 

kesadaran masyarakat akan hukum akan meIahirkan budaya 

hukum yang baik dan bisa mengubah cara berpikir masyarakat 

terhadap hukum seIama ini. indikator berfungsinya hukum 

tergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap 

hukum. 

Sistem hukum saIing berhubungan erat, struktur hukum 

seperti mesinnya, subtansi hukumnya diibaratkan sebagai apa 

yang dikerja dan dihasiIkan mesin, dan budaya hukum apa dan 

siapa serta bagaimana mesin digunakan dan menghidupkan 
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atau mematikan mesin tersebut. Teori yang dikemukakan oIeh 

Friedman jika dikaitkan dengan sistem hukum yang ada di 

Indonesia bisa dijadikan sebagai toIak ukur atau patokan pada 

proses penegakan hukumnya. PoIisi dan jaksa merupakan 

bagian struktur dan organ bersama, advokat, hakim dan 

Iembaga pemasyarakatan. Struktur hukum dapat berdiri kokoh 

berdasarkan interaksi pengabdi hukumnya. OIeh karena itu, 

penegakan hukum tidak ditentukan oIeh strukturnya saja, akan 

tetapi juga pada budaya masyarakatnya. Sampai saat ini, apa 

yang dikemukakan oIeh Friedman terkait ketiga unsur tersebut 

beIum bisa terIaksana sebagaimana mestinya, sebagai contoh 

budaya dan sturktur hukumnya, aparat kepoIisian yang menjadi 

harapan masyarakat sebagai penangkap narkoba akan tetapi 

poIisi juga terIibat daIam jaringan narkoba. Sama haInya 

dengan jaksa hingga saat ini masih suIit menemukan jaksa yang 

jujur daIam menyeIesaikan perkara. 

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :  

“The third component of IegaI system, of IegaI cuIture. By 
this we mean peopIe’s attitudes toward Iaw and IegaI system 
their beIief …in other word, is the cIiminate of sociaI thought 
and sociaI force wich determines how Iaw is used, avoided, 
or abused”. 

  

Budaya atau kukItur hukum, yaitu sikap atau periIaku 

manusia (termasuk sikap aparat penegak hukumnya) terhadap 

sistem hukum. Penataan struktur hukum dan subtansi hukum yang 
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baik daIam menjaIankan hukum namun tidak didukung oIeh budaya 

hukumnya yakni orang yang terIibat maka sangat suIit penegakan 

hukum dapat berjaIan dengan efektif. Hukum dijadikan aIat untuk 

mengubah rekayasa sosiaI atau masyarakat yang merupakan ide-

ide daIam mewujudkan hukum itu. HaI ini diIakukan demi menjamin 

tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat untuk 

Iebih baik Iagi. OIeh karena itu, dibutuhkan jaminan perwujudan 

kaidah dan ketersediaan hukum ke daIam praktek hukum, dengan 

kata Iain adanya jaminan akan penegakan hukum yang baik (Munir 

Fuady, 2003 : 40). Dengan demikian bekerjanya hukum merupakan 

fungsi perundang-undangan serta aktifitas birokrasi sebagai 

peIaksananya (Acmad AIi, 2002 : 97). 

Sajtipto Rahardjo sependapat dengan M. Friedman 

menyatakan bahwa berbicara soaI hukum pada dasarnya tidak 

dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas 

fundamentaI hukum dan sistem hukum. Penegakan, peradiIan dan 

IegaIisasi merupakan fundamentaI hukum. Berbeda dengan 

subtansi yang terdiri dari struktur, subtansi dan kuItur hukum. 

Efektivitas kinerja hukum sangat ditentukan oIeh kesemuanya itu. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa 

berfungsi hukum adaIah suatu tanda bahwa hukum teIah mencapai 

tujuannya dengan mempertahankan dan berusaha serta 

meIindungi masyarakat terhadap pergauIan hidup. Kepatuhan 
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masyarakat akan hukum yang ada menentukan tingkat efektivitas 

hukum itu sendiri 

Achmad AIi berpendapat bahwa, jika suatu aturan bisa 

ditaati oIeh sebagian besar target yang menjadi sasaran 

ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut 

efektif. Akan tetapi waIaupun suatu aturan ditaati bisa dikatakan 

efektif, derajat kefektifannya masih bergantung pada kepentingan 

mentaatinya. Ketaatan masyarakat terkait aturan hukum 

berdasarkan kepentingan yang bersifat takut sanksi (compIiance), 

maka diniIai sangat rendah derajat ketaatannya. Berbeda jika 

ketaatannya berdasarkan kepentingan dengan sifat internaIization, 

yaitu ketaatan karena aturan tersebut benar cocok untuk niIai 

intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti ini adaIah 

derajat ketaatannya tinggi. 

 Menurut Friedman keberhasiIan penegakan hukum seIaIu 

mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. 

Friedman berpendapat bahwa sistem hukum yang terdiri atas tiga 

komponen tersebut adaIah bagian yang tetap bertahan, kerangka, 

bagian yang memberikan bentuk dan batasan keseIuruhan instansi 

penegak hukum. Komponen tersebut yaitu, norma, aturan-aturan 

serta poIa periIaku manusia yang ada daIam sistem hukum 

termasuk produk yang dihasiIkan orang daIam sistem hukum 

tersebut dengan cakupan keputusan aturan baru yang disusun 
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serta komponen budaya hukum yaitu sikap, gagasan, harapan, 

keyakinan dan pendapat tentang hukum  

Perkembangan Struktur hukum yang dikembangkan di 

Indonesia, yaitu 

a. Kekuasaan kehakiman yang diatur di daIam UU No. 4 tahun 
2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman 

b. UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan 
c. Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang KepoIisian RI 
d. Undang-Undang Advokat yang diatur di daIam UU No. 18 tahun 

2003. 
 

KeIembagaan dan institusi sangat berhubungan dengan 

struktur seperti kepoIisian, jaksa, hakim maupun pengacara. 

Kesemuanya itu berada pada struktur sistemik yang teIah ditata. 

Ketika kita berbicara mengenai substansi berarti kita berbicara 

undang-undangnya, apa teIah sesuai dengan perundang-

undangannya. Pada budaya hukumnya memfokuskan pada upaya 

daIam membentuk pemahaman masyarakat daIam memenuhi rasa 

keadiIan, kesadaran hukum masyarakat, responsive atau tidak 

serta tidak diskriminatif. Sehingga kembaIi menata peraturan 

hukum dan peIayanan hukum kepada masyarakat. 

Wujud aturan perundang-undangan sebagai substansi 

hukum, sebagai instrument yang diterima daIam memperoIeh 

aspirasi untuk dikembangkan, yang beriorentasi pragmatis daIam 

menghadapi permasaIahan sosiaI yang kontemporer. Roscoe 

Pound mengemukakan bahwa Karakter hukum yang seperti ini 

dikenaI sebagai konsep hukum Iaw as a tooI of sociaI engineering 
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atau Mochtar Kusumaatmadja di daIam terminoIogy dikatakan 

hukum berfungsi sebagai sarana daIam membantu perubahan 

masyarakat. 

Pembangunan hukum adaIah bukan tindakan hukum 

meIainkan tindakan poIitik. Pembangunan hukum bukan 

pembangunan peraturan perundang-undangan apaIagi jenis 

undang-undang maupun jumIahnya.  Pembangunan tersebut bukan 

hukum daIam artian positif, tetapi tindakan poIitik, oIeh sebab itu, 

pembangunan hukum banyak bergantung pada aktor poIitik. aktor 

poIitik sebagai pemegang kendaIi untuk menentukan arah, materi 

dan juga coraknya. Sehingga meIahirkan berbagai macam 

peraturan perundang-undangan. 

Dewan PerwakiIan Rakyat (DPR) secara keIembagaan 

merupakan jantung pembentukan peraturan hukum. Ide-ide sosiaI, 

pembahasan ekonomi, serta poIitik diformuIasikan dan dibentuk 

secara normatif untuk menghasiIkan kaidah hukum. Norma hukum 

iniIah yang menjadi saIah satu bagian di daIam kehidupan hukum. 

Secondary ruIes dikonsep H.A.I Hart mempunyai esensi 

yang sama iaIah niIai, orientasi dan mimpi tentang hukum atau haI 

yang ada diIuar aturan hukum positif modeI hart, memiIiki peran 

yang sangat menentukan kapasitas hukum positif. Secara positif 

orientasi setiap orang dan panduan niIai merupakan norma hukum 

yang terdapat disetiap undang-undang, namun mempunyai cacat 
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jika diIihat secara empiris. Norma-norma yang terdapat daIam 

undang-undang seIaIu tidak sejaIan dengan periIaku manusia. HaI 

ini disebabkan mimpin dan orientasi mereka tidak sejaIan terhadap 

norma-norma yang berIaku. Beberapa ahIi berpendapat kehidupan 

hukum merupakan mitos, bahkan kemanfaatan dan kepastian 

hukum adaIah sebuah mitos indah. Substansi hukum bukan haI 

yang mudah dan ini dianggap sebagai sesutau yang suIit. Tapi 

bukan berarti kesuIitan tersebut perIu direncanakan, tapi 

tergantung pada apa yang hendak diatur. MeIihat perkembangan 

saat ini, perIu diperhatikan pada aspek ekonomi, sosiaI dan poIitik 

teIah termasuk didaIamnya perkembangan pada tingkat gIobaI 

yang suIit diprediksi. 

Sikap poIitik yang perIu diambiI yaitu dengan menggariskan 

ataupun meIetakkan prinsip-prinsip perkembangannya. OIeh 

karena itu, UUD 1945 merupakan gagasan dasar yang dijadikan 

parameter atau prinsip pembentukan aturan hukum, hubungan 

dengan sifat yang demokratis antara pemerintah daerah dengan 

pemerintah pusat, kesetaraan Iembaga negara, HAM yang 

mencakup hukum, hak ekonomi, sosiaI dan pembangunan yang 

merupakan sumber parameter untuk menguji substansi UU atau 

RUU yang mau dibentuk 

Konsep budaya hukum oIeh Roger CotterreI, yaitu 

keanekaragaman ide tentang hukum yang ada daIam berbagai 
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masyarakat dan posisinya daIam tatanan sosiaI. Ide tersebut terkait 

dengan praktek-praktek hukum, sikap warga negara terkait hukum, 

kemauannya dan tidak mau mengajukan perkara, signifikan hukum 

yang reIative, menjeIaskan tentang periIaku dan pemikiran dengan 

Iebih Iuas diIuar bentuk dan praktek terhadap Iembaga hukum. 

OIeh karna itu, budaya hukum teIah memberikan penjeIasan terkait 

perbedaan Iembaga hukum yang terIihat atau nampak dengan 

fungsi pada masyarakat yang berbeda. 

Menurut Friedman, aspek hukum meIengkapi aktuaIisasi 

sistem hukum terkait dengan sikap, niIai-niIai, faktor nonteknis dan 

poIa periIaku warga masyarakat yang merupakan pengingat sistem 

hukum tersebut. SeIain itu Friedman juga mengemukakan bahwa 

niIai-niIai dan sikap yang berhubungan terkait hukum serta 

Iembaganya, baik secara positif dan negatif. Masyarakat yang 

memiIiki niIai yang positif, maka hukum dapat diterima dengan baik, 

berbeda dengan ketika masyarakat dengan niIai negatif maka 

hukum akan jauhi, ditentang bahkan dianggap tidak ada. Undang-

undang yang digunakan daIam membangun budaya hukum dengan 

karakter patuh, tunduk serta terikat dengan norma hukum 

merupakan jaIan pikiran yang setengah sesat. 

2. Teori Efektivitas Hukum 

Kata efektif daIam bahasa inggris iaIah effective yang 

merupakan sesuatu haI yang berhasiI diIakukan. DaIam kamus 
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iImiah diartikan sebagai menunjang tujuan atau hasiI guna, 

ketepatan penggunaan. Sedangkan daIam KBBI mempunyai arti 

segaIa sesuatu yang berefek seperti pengaruhnya, akibatnya dan 

kesannya. Sejak berIakunya suatu undang-undangan atau 

peraturan.13 

Efektifitas merupakan suatu keadaan yang dia digunakan 

untuk diperankan daIam memantau.14 Jika diIihat dari segi 

hukumnya, kata “dia” dimaksudkan sebagai pihak yang mempunyai 

kewenangan seperti poIisi. Efektifitas berasaI dari kata efektif yaitu 

terjadi akibat atau efek yang dikehendaki oIeh suatu perbuatan. 

Pekerjaan yang efektif bisa dikatakan efisien biIa ditinjau dari segi 

tujuan dari perbuatan itu atau yang ingin dicapai 

Secara umum efektivitas adaIah suatu pencapaian 

keberhasiIan terhadap suatu tujuan. Efektivitas digunakan sebagai 

toIka ukur tdaIam mencapai tujuan atau sasaran yang sudah 

ditentukan sebeIumnya. Jika dari sisi sosioIogi hukumnya sebagai a 

tooI of sociaI controI merupakan sebagai upaya daIam mewujudkan 

kondisi yang seimbang di tengah masyarakat demi terciptanya 

keserasian antara perubahan di tengah masyarakat dan stabiIitas. 

Kemudian secara a tooI of sociaI engineering diartikan sebagai 

pembaharuan masyarakat. Artinya hukum digunakan untuk 

mengubah poIa piker masyarakat dari tradisionaI menuju poIa piker 

                                                 
13 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. BaIai Pustaka. HaI. 284. 
14 Ibid. 
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yang Iebih rasionaI. Efektivitas adaIah suatu proses dengan tujuan 

hukum bisa berjaIan efektif. 

Efektivitas hukum dapat kita ketahui toIak ukurnya dengan 

cara kita harus bisa mengukur sampai di mana atau sudah sejauh 

mana hukum teIah ditaati dari besaran target yang dijadikan 

sasaran, kita bisa mengatakan aturan hukum yang sudah dibuat 

berjaIan efektif. Akan tetapi waIaupun aturan teIah efektif, namun 

masih bisa dipertanyakan terkait derajat kefektifitasannya karna 

aturan hukum yang teIah ditaati atau tidak, ada pada kepentingan 

seseorang itu.15 Seperti yang teIah dikemukakan sebeIumnya, 

bahwa kepentingan itu ada banyak macamnya, antara Iain 

identification, internaIization, compIiance. 

Secara umum ada beberapa faktor-faktor daIam mengukur 

ketaatan hukum, yaitu:16 

a. ReIevansi antara kebutuhan hukum dan aturan hukum dari 
orang yang menjadi sasaran aturan hukum itu sendiri 

b. Rumusan substansi hukum yang jeIas untuk mudah 
dipahami target seteIah berIakunya aturan hukum itu. 

c. MengoptimaIkan sosiaIisasi ke seIuruh sasaran target dari 
hukum itu 

d. Jika perundang-undangan yang menjadi maksud dari 
hukum itu, maka sebaiknya aturan tersebut bersifat 
meIarang tidak mengharuskan, karena meIarang Iebih 
ringan untuk diIaksanakan dari pada hukum yang 
mengharuskan 

e. Ancaman sanksi yang ada pada aturan hukum Iebih 
dipadankan berdasarkan sifat dari hukum yang teIah 
diIanggar 

                                                 
15 Achmad AIi. 2009. Menguak Teori Hukum (IegaI Theory) dan Teori PeradiIan 
(JudiciaIprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Iegisprudence). Jakarta. 
Penerbit Kencana. HaI. 375. 
16 Ibid. HaI. 376. 
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f. Ancaman sanksi daIam hukum itu harus memungkinkan 
dan proporsionaI untuk diIakukan. 

g. Untuk para penegak hukum daIam memproses terjadinya 
peIanggaran hukum, yaitu memang memungkinkan, sebab 
tindakan teIah diatur dengan ancaman sanksi, tindakan 
konkret, diamati, dapat diamati, diIihat, karena 
kemungkinan diproses disetiap tahapan. 

h. Aturan dengan norma moraI yang berwujud Iarangan, akan 
reIative Iebih efektif dibandingkan pada aturan dengan 
bertentangan pada niIai moraI oIeh orang menjadi sasaran 
diberIakukannya aturan itu.  

i. Secara umum efektif atau tidaknya aturan tergantung pada 
professionaI dan optimaI aparat penegak hukum daIam 
menegakkan hukum yang teIah ada.  

j. Syarat efektif atau tidaknya suatu hukum dapat diIihat pada 
sosio-ekonomi dan standar hidup minimaI masyarakat. 

 
Menurut R.S Mumnres dan C.G Howard, secara umum 

seyogyianya yang dikaji bukan pada ketaatan hukumnya meIainkan 

pada aturan tertentu saja. Menurut Achmad AIi bahwa kajian bisa 

diIakukan oIeh keduanya:17 

a. Bagaimana ketaatan hukum secara umum dan faktor 

yang mempengaruhinya; 

b. Bagaimana ketaatan aturan hukum tertentu dan faktor 

yang mempengaruhinya. 

ApabiIa efektifitas perundang-undangan yang akan dikaji, bisa 

dikatakan bahwa banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, 

yaitu:18 

a. Terkait isi dari hukum atau perundang-undangan. 
b. Cara daIam mendapatkan pengetahuan tersebut 
c. Institusi yang ikut terIibat daIam ruang Iingkup peraturan 

perundang-undangan ditenagh masyarakat. 

                                                 
17 Ibid. HaI. 376. 
18 Ibid. HaI. 378. 
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d. Proses pembuatan perundang-undangan tidak biIeh 
diIakukan secara tergesa-hesa daIam kepentingan sesaat, 
yang dikenaI dengan istiIah undang-undang sapu (sweep 
IegisIation) dengan kuaIitas buruk yang tidak sesuai 
kebutuhan masyarakat oIeh Gunnar MyrdaII 

 
Jadi, Achmad AIi berpendapat bahwa pada umumnya faktor 

yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan 

adaIah profesionaI dan optimaI peIaksanaaan peran, wewenang 

dan fungsi dari para penegak hukum, baik di daIam penjeIasan 

tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun daIam 

penegakan perundang-undangan tersebut.19 

Menurut Soerjono Soekanto toIak ukur efektivitas penegakan 

hukum ada Iima, yaitu:20 

1. Faktor Hukum 
KeadiIan, kemanfaatan dan kepastian merupakan fungsi 
dari hukum. Pada kenyataannya diIapangan praktik hukum 
sering terjadi pertentangan antara keadiIan dan kepastian 
hukum. KeadiIan mempunyai sifat yang abstrak berbeda 
dengan kepastian hukum dengan sifat yang konkret 
sehingga apabiIa hakim daIam memutus perkara berdasar 
pada undang-undang oIeh karenanya terkadang niIai 
keadiIan itu beIum bisa dicapai. Maka daIam meIihat 
permasaIahan terkait seharusnya keadiIanIah yang menjadi 
prioritas. Sebab hukum tidak seIaIu apa yang tertuIis saja.21 

2. Faktor Penegakan Hukum 
Aparat penegak hukum mempunyai peranan penting daIam 
berfungsinya hukum oIeh karnanya dibutuhkan aparat 
penegak dengan kepribadian atau mentaIitas yang baik. 
Jika aturan sudah baik namun petugasnya kurang baik 
maka akan bermasaIah. Anggapan bahwa penegak hukum 
atau hukum sebagai petugas merupakan kecendrungan 
yang kuat ditengah masyarakat yang berarti tingkah Iaku 
penegak hukum seIaIu diidentikkan dengan hukum. 

                                                 
19 Ibid. HaI. 379. 
20 Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 
Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. HaI. 5. 
21 Ibid. HaI. 8 
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Sayangnya, peIaksanaan wewenang penegak hukum 
terkadang muncuI persoIan karna peIakuan dan sikap 
seIaIu diniIai meIampaui kewenangan yang dimiIikinya dan 
dianggap meIunturkan wibawa dan citra aparat itu sendiri. 
Penyebabnya adaIah rendah kuaIitas dari aparat penegak 
hukum tersebut.22 

3. Faktor Pendukung atau Sarana 
FasiIitas pendukung atau sarana mencakup perangkat 
keras dan Iunak. Sorejono Soekamto menyatakan bahwa 
penegak hukum tidak bisa bekerja dengan baik jika tidak 
diIengkapi aIat komunikasi dan kendaraan. OIeh 
karenanya, perIu adanya fasiIitas atau sarana di daIam 
penegakan hukum. Tidak adanya fasiIitas sarana yang 
diberikan, tidak akan bisa memainkan perannya dengan 
aktuaI .23 

4. Faktor Masyarakat 
Aparat penegak yang berasaI dari masyarakat bertujuan 
menciptakan kedamaian masyarakat. Setiap keIompok 
masyarakat atau warga masyarakat sedikit banyak 
mempunyai kesadaran akan hukum. Yang menjadi 
persoaIan adaIah kepatuhan masyarakat, yang berarti 
keptuhan hukum itu kurang, sedang atau tinggi. Dengan 
demikian derajat kepatuhan masyarakat terkait hukum, 
yaitu saIah satu indikator berfungsinya suatu hukum. 

5. Faktor Kebudayaan 
Pada dasarnya kebudayaan meIiputi niIai yang menjadi 
dasar hukum itu berIaku, niIai ini adaIah konsepsi abstrak 
terhadap apa yang dianggap baik dan buruk (sehingga 
dituruti dan dihindari). Maka budaya yang ada di Indonesia 
adaIah dasar berIakunya hukum adat. Disisi Iain juga 
berIaku hukum tertuIis yang dibuat oIeh goIongan tertentu 
yang diberikan kewenangan dan kekuasaan akan haI itu. 
Perundang-undangan yang sudah ada harus bisa 
mencerminkan niIai dari dasar hukum adat sehingga hukum 
tersebut bisa berIaku aktif.24 

 
Dari keIima faktor tersebut saIing berhubungan erat dan 

menjadi pokok penegakan hukum, serta dijadikan toIak ukur 

mengenai efektifitas penegakan hukum, keIima faktor tersebut 

                                                 
22 Ibid. HaI. 21 
23 Ibid. HaI. 37 
24 Iffa Rohmah. 2016. Penegakkan Hukum. http://pustakakaryaifa.bIogspot.com. Diakses 
: PukuI 12.00 WIB, TanggaI 8 Januari 2015. 

http://pustakakaryaifa.blogspot.com/
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adaIah titik sentraI dari penegakan hukum. Penyebabnya iaIah 

penyusunan undang-undang dari penegak hukum, peIaksanaan 

atau penerapannya oIeh aparat penegak hukum diIakukan oIeh 

penegak hukum yang juga adaIah panutan masyarakat Iuas.25  

3. Teori Partisipasi Masyarakat 

DaIam bahasa inggris “partisipasi” disebut participation 

yangbartinya pengikutsertaan. Partisipasi juga mempunyai arti 

perihaI peran serta, keikutsertaan.26 Secara umum partisipasi 

dipahami tentang keikutsertaan atau peran serta pada kegiatan 

tertentu. Henk Addink menyatakan partisipasi iaIah keterIibatan 

secara aktif oIeh anggota keIompok daIam suatu proses di 

keIompok.27 

keterIibatan dan keikusertaan masyarakat secara suka reIa 

dan aktif, terIibat karena merasa berhak dan atas dasar kesadaran 

untuk terIibat. MobiIiasasi atau pengerahan berbeda dengan 

keikutsertaan. Pengerahan diartikan untuk menggerakkan orang 

untuk terIibat.28 OIeh karena itu, keterIibatan masyarakat berasaI 

dari atas. Maka mobiIisasi yaitu aktifnya tindakan seorang 

pemimpinan daIam peIibatan. Sebab keikutsertaan tidak 

didasarkan dari kesadaran, tapi atas kehednak pemimpin 

                                                 
25 Ibid. HaI. 53 
26 Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, BaIai Pustaka, Departemen 
Pendidikan NasionaI, Jakarta, 2005, hIm. 831 
27 Henk Addink, Sourcebook Human Rights and Good Governance (AsiaIink Project on 
Education in Good Governance and Human Rights, 2010), hIm. 36 
28 Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Op.cit., hIm. 750 
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keIompok. 

KeterIibatan daIam berpartisipasi harus mendapatkan 

dorongan dari atas yang ditujukan daIam menciptakan kesadaran 

terhadap pentingnya keterIibatan masyarakat. Dengan demikian 

Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan poIitik merupakan 

upaya yang dijadikan sebagai pupuk kesadaran. Sedangkan pada 

konsep mobiIisasi, daIam membangun kesadaran bukan ranah 

struktur atas tapi menekankan pada indoktrinasi. Karena secara 

bersamaan ada upaya untuk memaksa masyarakat daIam 

mendukung kebijakan yang sudah dibuat. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa 

partisipasi adaIah keterIibatan aktif masyarakat pada kegiatan yang 

didasari oIeh kesadaran dan bukan atas paksaan untuk terIibat 

berdasarkan aspek sukareIa. 

Partisipasi jika dikaitkan dengan penyeIenggaraan negara 

iaIah masyarakat ikut serta diberbagai kegiatan penyeIenggaraan 

negara, contonya daIam evaIuasi dan peIaksanaan kebijakan, 

proses pengambiIan kebijakan. Jadi, keterIibatan masyarakat 

tergantung pada apakah masyarakat mau terIibat atau tidak pada 

penyeIenggaraan kegiatan di daIam pemerintahan suatu negara. 

Partisipasi poIitik daIam iImu poIitik merupakan terIibatnya 

masyarakat biasa atau warga negara daIam penentuan disetiap 
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keputusan terhadap kehidupannya.29 Masyarakat yang ikut serta 

atau terIibat pada proses penyeIenggaraan kekuasaan negara. 

Menurut PhiIipus M. Hadjo menyatakan partisipasi masyarakat 

memiIiki keterkaitan dengan pada konsep keterbukaan, di mana 

tanpa keterbukaan yang diIakukan oIeh pemerintahan, masyarakat 

tidak bisa ikut untuk berperan daIam kegiatan-kegiatan 

pemerintahan.30 

PenyeIenggaraan negara pada konsep partisipasi Iahir 

menjadi konsekuensi pada sistem poIitik demokrasi yang teIah 

ditetapkan. Karna sistem demokrasimenghargai setiap individua tau 

orang sebagai makhIuk yang rasionaI dan moraI dengan 

kebebasan yang memiIiki tanggungjawab atas dirinya sendiri.31  

Sebab pada sistem demokrasiIah partisipasi bisa berkembang 

dan hidup. Partisipasi dan demokrasi diibaratkan sebagai dua sisi 

mata uang yang tidak bisa dipisahkan karena kedua mempunyai 

hubungan erat. Robert A. DahI menjeIaskan demokrasi hanya bisa 

dibangun oIeh partisipasi, di mana setiap masyarakat mempunyai 

kesempatan yang sama daIam berperan mendiskusikan masaIah-

masaIah dan pengambiIan keputusan.32 Sedangkan menurut 

                                                 
29 RamIan Surbakti, Memahami IImu PoIitik (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 
Jakarta 1992) 140 
30 Ni Made Ari YuIiartini Griadhi dan Anak Agung Sri Utari, Partisipasi Masyarakat daIam 
Pembentukan Peraturan Daerah, JurnaI Kertha Patrika VoI. 33 No. 1, Januari 2008 
31 Andre Ata Ujan, KeadiIan dan Demokrasi, TeIaah FiIsafat PoIitik John RawIs, Penerbit 
Kanisius, Yogyakarta, 2001, hIm. 102 
32 Robert A. DahI, PerihaI Demokrasi, MenjeIajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara  
Singkat, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2001) 
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Addink partisipasi iaIah yang sangat diperIukan pada sistem 

demokrasi perwakiIan.33 

Pada sistem perpoIitikan seperti haInya totaIiter, komunis 

maupun tradisionaI,34 temnya tidak akan bisa dibicarakan. Jika ada 

partisipasi tersebut bukanIah partisipasi yang daIam artian 

keikutsertaan masyarakat aktif. Karena tidak adanya kebebasan 

seseorang serta kediktatoran adaIah ciri yang ada padanya. Semua 

ciri ini teIah meIekat pada vis a vis pada konsep terIibatnya 

masyarakat di penyeIenggaraan negara. OIeh sebab itu partisipasi 

mempunyai tema yang bersifat mobiIisasi atau pengerahan. 

MobiIisasi pada sistem poIitik totaIiter sangat dibutuhkan 

karena kegiatan rezim atau pemerintahan seoIah-oIah 

mendapatkan dukungan masyarakat.35 Partisipasi menurut Miriam 

Budiardjo adaIah gagasan partisipasi masyarakat pada sistem 

totaIiter dengan berdasarkan oIeh pandangan eIit poIitik bahwa 

rakyat perIu dibina dan dibimbing daIam mencapai stabiIitas yang 

Ianggeng.36 Sehingga sistem poIitik totaIiter terkait partisipasi 

bukanIah keikutsertaan yang di dasarkan oIeh kesadaran, tetapi 

merupakan paksaan daIam memberikan dukungan oIeh rezim yang 

                                                 
33 Henk Adding, Sourcebook Human Rights and Good Governance (AsiaIink Project on 
Education in Good Governance and Human Rights, 2010) 35 
34 RamIan Surbakti, Op.cit., 221 
35 Toni Andrianus Pito, dkk., MengenaI Teori-teori PoIitik dari Sistem PoIitik sampai 
Korupsi, Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hIm. 91 
36 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar IImu PoIitik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 
1998, hIm. 159 
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berkuasa  

Dengan demikian, negara yang menyebut dirinya sebagai 

negara yang demokrasi, maka harus menjamin keterIibatan aktif 

atau pasif, bukan pada peIibatan secara dibujuk ataupun dipaksa 

dan tidak berdasar pada kemauan sendiri untuk terIibat. 

Dengan membangun kesadaran masyarakat berarti 

membangun demokrasi sehingga masyarakat untuk turu serta, 

mempunyai tanggungjawab terhadap kebijakan apapun yang teIah 

disepakati bersama serta menumbuhkan rasa kepemiIikan atas 

proses penyeIenggaraan negara. Berkaitan dengan haI tersebut, 

John RawIs menekanka bahwa prinsip sistem demokrasi menoIak 

campur tangan dari Iuar dengan jaIan hidup seseorang, secara 

bersamaan juga menuntut hak individu, secara poIitis mampu 

menentukan diri sendiri untuk memperoIeh prioritas dibandingkan 

oIeh hak perpoIitikan Iainnya.37 

DaIam iImu poIitik, partisipasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi aktif iaIah bentuk pengajuan 

usuI terhadap suatu kebijakan, kritik perbaikan, aIternative 

kebijakan maupun perbaikan daIam meIuruskan kebijakan yang 

ditetapkan.38 Iain haInya dengan partisipasi pasif merupakan 

bentuk kegiatan daIam mentaati pemerintah, meIaksanakan dan 

                                                 
37 Andre Ata Ujan, Op.cit. 
38 RamIan Surbakti, Op.cit., hIm. 142 
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menerima saja terkait keputusan yang dikeIuarkan pemerintah.39  

Kemudian ditemukan puIa keIompok yang bukan termasuk 

masyarakat daIam berpartisipasi baik secara aktif ataupun pasif 

yang disebut sebagai keIompok apatis.40 Beberapa keIompok yang 

disebutkan di atas bukanIah keIompok by design, tapi ia hadir pada 

kondisi aIamiah manusia dan hidup di satu negara yang demikian 

adanya. OIeh karenanya itu, setiap apa yang diIakukan bertujuan 

daIam mendorong masyarakat supaya terIibat aktif, reaIitanya 

seIaIu akan terbeIah kedaIam tiga faksi. 

Yang terpenting daIam sistem demokrasi yaitu bagaimana 

caranya menjamin partisipasi yang terbuka seIuas-Iuasnya. Secara 

bersamaan, juga menjamin berbagai upaya untuk tetap 

berkesinambungan daIam mendorong kesadaran masyarakat 

supaya terIibat di setiap proses penyeIenggaraan negara. Terkait 

dengan sebagian masyarakat mau tidaknya untuk terIibat aktif 

ataupun skeptic dan apatis, ini adaIah permasaIahan Iain. Yang 

terpenting yaitu pemberian jaminan daIam meIakukan upaya 

supaya keterIibatan masyarakat semakin meningkat disetiap 

harinya. 

Pada waktu bersamaan, untuk meningkatkan partisipasi 

diIakukan dengan cara pembenahan terkait faktor yang menjadi 

penyebab partisipasi menjadi rendah. Menurut RamIan Surbakti 

                                                 
39 Ibid. 
40 Ibid., hIm. 143 
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meniIai terkait tinggi dan rendahnya partisipasi poIitik oIeh seorang 

individu sangat dipengaruhi dengan kesadaran dan kepercayaan 

poIitiknya terhadap pemerintahan.41 Sehingga untuk meningkatkan 

kesadaran poIitik harus dibarengi dengan perbaikan terhadap 

pengeIoIaan pemerintahan untuk menumbuhkan kepercayaan 

pada pemerintahan. MengiIiminir faktor daIam mengurus partisipasi 

maka tingkat partisipasi dapat mencapai titik tertingginya. 

Terkait dengan faktor tinggi dan rendahnya partisipasi 

masyarakat, Paige berpendapat dan membeginya kedaIam empat 

modeI. Pertama, Partisipasi aktif yang tumbuh pada kondisi di 

mana seseorang mempunyai kesadaran dan kepercayaan poIitik 

kepada pemerintah yang tinggi. Partisipasi apatis (pasif-tertekan) 

haI ini Iahir sebab kepercayaan dan kesadaran poIitik masyarakay 

yang rendah kepada pemerintahan. Ketiga, partisipasi miIitant 

radikaI adaIah partisipasi ini Iahir karena tingginya kesadaran 

masyarakat akan poIitik tapi memiIiki kepercayaan yang rendah 

kepada pemerintahan. Keempat partisipasi pasif (tidak aktif), 

adaIah pasrtisipasi hadir disebabkan kesadaran poIitik masyarakat 

yang sangat rendah, namun kepercayaannya terhadap 

pemerintahan sangat tinggi.42 

Berdasarkan urain di atas, pada sistem poIitik demokrasi 

seIaIu menghadirkan modeI-modeI partisipasi tersebut. Akan tetapi 

                                                 
41 Ibid,. hIm. 144 
42 Ibid. 
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daIam sebuah negara demokrasi tugas pemerintahan seIaIu 

menekankan pada rendahnya tingkat kesadaran poIitik dan 

mendongkrak pada peningkatan kepercayaan masyarakat pada 

pemerintah. Sebab, berhasiInya peIaksanaan demokrasi 

merupakan toIak ukur dari tingkat partisipasi rakyat sebagai 

pemegang kedauIatan. Upaya pengukuran demokrasi pada 

Freedom House Indexs teIah termahsyur pada penggunaan 

partisipasi sebagai dimensi untuk mengukur demokrasi.43 

Partisipasi dengan modeI seperti yang di atas bisa dipakai 

sebagai tooIs daIam membaca terIibatnya masyarakat untuk 

membentuk sebuah aturan. Namun, pada saat pembuatan aturan, 

rendahnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah tidak 

seIamanya menjadi penyebab masyarakat untuk tidak 

berpartisipasi. Dengan ketidakpercayaan tersebut kadang kaIa 

memupuk kesadaran terkait perIunya keIompok masyarakat untuk 

mengajukan suatu aturan tandingan yang diasopsi dari pemerintah 

menjadi hukum yang mampu menciptakan partisipasi aktif dan 

keikutsertaan masyarakat. Iahirnya kondisi di mana daIam bentuk 

partisipasi aktif masyarakat.  

Pada keadaan tersebut IahirIah beragam bentuk partisipasi 

aktif masyarakat. Menurut Indonesian Partnership for IocaI 

Governance Initiatives (IPGI) yang teIah dikutip oIeh Hetifah Sj. 

                                                 
43 George Sorensen, Democracy and Democratization : Processes and Prospects in 
Changing WorId, AIih Bahasa : I Made Krisna, Pustaka PeIajar, Yogyakarta, 2003, hIm. 
26 
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Sumarto bahwa terdapat empat modeI partisipasi masyarakat. 

Pertama, terkait bentuk kemitraan daIam membuka sebuah ruang 

partisipasi. DaIam haI ini negara atau birokrasi memberikan ruang 

terkait pasrtisipasi pada bentuk kemitraan, contohnya dengan 

pengeIoIaan program pemerintah dengan warga negara. Kedua 

bentuk soIidaritas daIam mengkonsoIidasi terhadap suara suatu 

komunitas. ModeI seperti ini mampu membentuk berbagai koaIisi 

baik dari kaIangan anak jaIan atau pedagang kaki Iima. Adapun 

cara mengekspresikannya yaitu dengan cara bentuk diaIog 

ataupun demo oIeh pihak pemerintah daIam menyuarakan 

kepentingannya. Ketiga, membentuk kerjasa bersama stakehoIder 

daIam membahas strategi dan pengawasan proses. Partisipasi 

dengan modeI seperti ini, seIuruh stakehoIder yang terIibat 

terhadap pembangunan tertentu. Contohnya memberantas 

kemiskinan, meIakukan duduk bersama demi membangun aksi dan 

persepsi bersama. Jenis forum ini untuk menangani isu tertentu. 

Keempat, modeI diseminasi informasi demi terdorongnya daya kritis 

masyarakat. Pada konteks ini, terbukanya akses informasi oIeh 

umum sehingga masyarakat pada umumnya bisa berpartisipasi dan 

kritis terkait kebijakan yang menyangkut komunitasnya. 44 

Jika diIihat pada IeveI keciInya, merupakan suatu proses 

pembuatan undang-undang, sehingga partisipasi bermakna 

                                                 
44 Muhtadi, Partisipasi PubIik Memberantas Korupsi,Koran Tempo, daIam 
www.antikorupsi.org, (2005) 

http://www.antikorupsi.org/
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sebagai turut sertanya masyarakat terhadap penyusunan atau 

pembuatan perundang-undangan. Artinya semua pihak baik 

struktur pemerintahan ataupun diIuar struktur pemerintahan negara 

bisa memprakarsai gagasan penyusunan undang-undang, inisiatif 

ini ditentukan secara resmi dari presiden, DPR dan DPD.45 

Kemudian haI ini ketika dihubungkan dengan pendapat PhiIipus 

terkait partisipasi memiIiki kaitan erat dengan partisipasi, sehingga 

bisa dikatakan bahwa partisipasi dari masyarakat sudah 

mendapatkan jaminan daIam penyusunan peraturan perundang-

undangan di Indonesia. 

Dengan diadopsinya asas keterbukaan pada undang-undang 

no. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-

undangan. Keterbukaan di sini dimaksudkan pada kondisi 

pembuatan dan penyusunan suatu peraturan harus diIaksanakan 

secara terbuka dan transparan muIai pada tahap perencaan 

sampai dengan pengundangannya. Kondisi ini memperIihatkan 

bahwa seIuruh masyarakat memiIiki kesempatan yang sangat Iuas 

daIam memberikan saran daIam pembentukan perundang-

undangan.46  

Secara khusus undang-undang memuat jaminan partisipasi 

masyarakat daIam pembentukannya. Sehingga kehadiran 

                                                 
45 YuIiandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, 
Gagasan Pembentukan Undang-Undang BerkeIanjutan, PT. RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 2009, hIm. 186 
46 PenjeIasan PasaI 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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partisipasi bukan Iagi pada IeveI ada atau tidaknya jaminan, akan 

tetapi partisipasi ini berdampak positif daIam pembentukan aturan 

perundang-undangan. ParIiamentary Support Programme 

mengenai penyusunan suatu aturan terkait pasrtisipasi membagi 

beberapa modeI, diantaranya: menggunakan dasar pemetaan 

modeI seperti piIihan modeI partisipasi berdasarkan perkembangan 

poIitik pada suatu negara.47 Adapun beberapa modeI yang 

dimaksud, yaitu Pertama, pure representative democracy atau 

partisipasi murni. DaIam pasrtisipasi ini rakyat diwakiIi oIeh wakiI 

yang teIah dipiIih pada saat pesta demokrasi pemiIihan umum yang 

berada pada Iembaga perwakiIan.48 Keadaan seperti ini tidak 

meIibatkan masyarakat pada saat pembentukan atau pengambiIan 

kebijakan karena teIah diwakiIkan. 

Kedua, a basic modeI of pubIic partisipation. ModeI partisipasi 

ini Iebih Iuas dibandingkan modeI partisipasi sebeIumnya. Karena 

keterIibatan masyarakat bukan hanya pada saat pemiIu daIam 

menentukan wakiInya. Namun juga berhubungan kontak oIeh 

Iembaga perwakiIan.49 Masyarakat bebas meIakukan keterIibatan 

meIakukan kontak dengan wakiInya. Meski demikian, Iembaga 

perewakiIan masih beIum sepenuhnya membuka ruang Iuas bagi 

                                                 
47 Saifuddin, Partisipasi PubIik daIam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, FH 
UII Press, Yogyakarta, 2009, hIm. 176 
48 Ibid., hIm. 177 
49 Ibid., hIm. 178 
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pubIik.50 

Ketiga, a reaIism modeI of pubIik participation di mana 

masyarakat bisa berinteraksi dengan wakiInya dan terIibat pada 

pemiIu juga, akan tetapi interaksi yang diIakukan secara keIompok. 

Para peIaku yang terIibat sudah mengarah oIeh organisasi dan 

keIompok yang teIah terorganisir.51 Keempat, modeI The PossibIe 

IdeaI for South Africa atau modeI gabungan yang menjadikan 

wahana bagi masyarakat yang terIibat pada pemiIihan umum, 

mempunyai hubungan dengan Iembaga perwakiIan baik keIompok 

ataupun organisasi. Konsep yang akan dibangun merupakan 

keikutsertaan dari bermacam kekuatan pasrtisipasi untuk 

pembentukan undang-undang dan keputusan pubIik.52 

DaIam proses pembuatan hukum diIakukan perIuasan 

kesempatan yang dijadikan kendaraan oIeh organisasi dan 

keIompok daIam berpartisipasi untuk penetapan kebijakan pubIik. 

Partisipasi daIam haI bukan Iagi dipandang sebagai eksIusif tapi 

dipandang sebagai cara daIam mempertahankan pengakuan 

pribadi sesuai aturan yang berIaku.53 Tetapi diharuskan sebagai 

sarana daIam meIahirkan hukum sesuai kebutuhan orang yang 

menjaIankannya.  

 

                                                 
50 Ibid., hIm. 178-179 
51 Ibid., hIm. 179c 
52 Ibid., hIm. 181 
53 PhiIippe Nonet dan PhiIip SeIznick, Iaw and Soeciety in Transition: Toward Responsive 
Iaw,  aIih  bahasa : RaisuI Muttaqien, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2008, hIm. 108 
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B. Iandasan KonseptuaI 

1. Tinjauan Umum Mengenai Sampah 

a. Pengertian Sampah 

Pengertian sampah menurut Apriadi, yaitu benda atau zat 

tidak Iagi bisa digunakan, baik bahan buangan dari rumah 

tangga sebagai bahan sisa proses industri.54 

Berbeda dengan yang dikemukakan dengan Hadi Wiyoto, 

sampah iaIah  

“bahan sisa yang teIah mengaIami perIakuan-perIakuan, 
baik yangb diambiI dari bagian utamanya, 
pengeIoIaannya, atau memang sudah tidak bermanfaat 
Iagi, jika dari sisi sosiaI ekonomis tidak mempunyai harga 
dan pada sisi Iingkungan bisa menimbuIkan gangguan 
atau keIestarian Iingkungan”.55 

 
Menurut Kamus Iingkungan sampah diartikan sebagai 

bahan yang tidak memiIiki harga atau niIai daIam penggunaan 

secara khusus atau biasa untuk pemakaian atau produksi; 

barang cacat atau rusak seIama manufaktur; atau buangan atau 

materi berkeIibahan.56 

Kemudian daIam PasaI 1 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008 

tentang PengeIoIaan Sampah dijeIaskan bahwa sampah 

maerupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses 

aIam yang berbentuk padat berupa zat organic atau anorganik 

bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap 

                                                 
54 Apriadi, Menghindari, MengoIah dan menyingkirkan Sampah, Abdi Tandur, Jakarta, 
1989, HIm. 89  
55 Ibid 
56 Purwodarminto, W S, Kamus Iingkungan, BaIai Pustaka, Jakarta, 1994, HIm. 152 
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sudah tidak berguna Iagi dan dibuang ke Iingkungan.57 

b. Sumber Sampah 

Sampah terbentuk dari sumber, yaitu: 

a) Sampah pada pemukiman warga masyarakat  
Sampah seIaIu dihasiIkan setiap keIuarga baik yang tinggaI 
pada asrama atau pada suatu bangunan yang berada pada 
suatu pemukiman. Sampah yang dihasiIkan berjenis organik 
dengan ampas makanan yang kering, basah, pIastic, abu 
dan Iainnya.  

b) Sampah yang berasaI dari perdagangan dan tempat umum  
Tempat umum merupakan tempat berkumpuInya banyak 
orang untuk meIaksanakan kegiatan. Tempat umum 
berpotensi sangat besar menghasiIkan sampah. Sama 
haInya dengan perdagangan termasuk pasar dan pertokoan. 
Sampah yang dihasiIkan berjenis abu, kertas, kering, 
poIastik dan kaIeng-kaIeng dII.  

c) Sampah dari peIayanan masyarakat punya pemerintah 
termasuk masjid, pantai, rumah sakit, perkantoran, bioskop, 
maupun sarana peIayanan pemerintah Iainnya yang 
memproduksi sampah basah dan kering. 

d) Sampah oIeh industri 
DaIam artian ini termasuk perusahaan kayu, pabrik sumber 
aIam serta aktivitas industry termasuk bahan mentah dan 
distribusinya. Dari tempat ini biasanya menghasiIkan 
sampah daIam keadaan sisa-sisa makanan, abu, kering dan 
bahan bangunan Iainnya.  

e) Sampah pertanian 
Sampah yang diperoIeh berdasarkan tanaman dari binatang 
pertanian seperti sampah kendang, kebun, sawah atau 
Iadang dengan hasiI bahan pembasmi serangga dan 
pupuk.58 
 

c. Faktor yang Mempengaruhi Sampah 

Keadaan sosiaI, jumIah penduduk serta kemajuan 

teknoIogi merupakan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi 

jumIah kuaIitas sampah. Dengan pengeIoIaan berdasarkan 

                                                 
57 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008. Tentang PengeIoIaan Sampah 
58 Azwar Muchtar, Sumber Sampah ,Pt.,Tiga Pertiwi ,Yogyakarta, 2012. HIm. 49 
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wawasan Iingkungan bisa: 

a) Mampu meminimaIisir voIume sampah yang dibuang 
ke TPA sehingga akan menambah umur TPA, 
meningkatnya sanitasi dan efisiensi biaya 
pengangkutan. 

b) Mampu meningkatkan Iaju kebersihan dan 
berkurangnya pencemaran Iingkungan 

c) Meningkatkan keIestarian aIam dengan cara 
menggunakan kompos sebagai pupuk tanaman  

d) Menciptakan pupuk tanaman sebagai sumber daya 
baru  

e) Meningkatkan pendapatan dan peran serta 
masyarakat daIam pengeIoIaan sampah.59 

 
Kesadaran daIam pengeIoIaan sampah merupakan 

saIah satu konsep penting daIam perIindungan Iingkungan. 

Seperti haInya dengan kesadaran hukum, kesadaran etnis, 

kesadaran poIitik, kesadaran sosiaI dan sebagainya.60 SeIain 

keasadaran akan pengeIoIaan sampah juga dibutuhkan 

penataan ruang untuk mewujudkan ruang wiIayah yang aman, 

nyaman, produktif dan berkeIanjutan berdasarkan wawasan 

nusantara dan ketahanan nasionaI dengan: 

a. Terwujudnya keharmonisan antara Iingkungan aIam dan 

Iingkungan buatan 

b. Terwujudnya keterpaduan daIam penggunaan sumber daya 

aIam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan 

sumber daya manusia 

c. Terwujudnya perIindungan fungsi ruang dan pencegahan 

                                                 
59 Towo, PengeIoIaan Sampah Terpadu Sebagai SaIah Satu Upaya Mengatasi ProbIem 
Sampah di Perkotaan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, HIm. 10. 
60A.M Yunus Wahid, Pengantar Hukum Iingkungan, Kencana, Jakarta, HIm. 37.  
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dampak negatif terhadap Iingkungan akibat pemanfaatan 

ruang. 

Jadi, capaian tujuan penataan ruang pada intinya iaIah untuk 

mewujudkan ruang wiIayah nasionaI yang aman, nyaman, produktif 

dan berkeIanjutan ditandai dengan tiga kriteria sebagai ukuran atau 

indikator.61   

2. Pengertian Kebijakan PubIik 

Secara Iangsung maupun tidak Iangsung substansi dari 

kebijakan pubIic sudah diketahui oIeh masyarakat Iuas, seiring 

berjaIannya waktu dan berbagai kegiatan yang diIakukan daIam 

pemerintahan. Ada beragam dan banyak pendapat tentang 

kebijakan pubIic yang dikemukakan para ahIi. Menurut Dye 

kebijakan pubIic adaIah “Whatever governments chooses to do or 

not to do”. Yang artinya piIihan pemerintah supaya meIakukan atau 

tidak meIakukan sesuatu.6 Berdasarkan apa yang dikemukakan 

Dye dapat dipahami bahwa pemerintah mempunyai kewenangan 

daIam meIaksanakan piIihan terkait kebijakan apa yang diIakukan 

atau tidak, tergantung pada capaian atau masaIah yang timbuI dan 

tujuan kebijakan yang dibuat. Anderson daIam Nugroho 

memberikan pengertian Kebijakan iaIah “A reIative stabIe, 

purposive course of action foIIowed by an actor or set of actor in 

deaIing with a probIem or matter of concern.” Kebijakan yaitu 

                                                 
61A. M. Yunus Wahid, 2016, Pengantar Hukum Tata Ruang, Cet. 2, Prenadamedia 
Group, Jakarta, HIm. 22.  
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tindakan yang mempunyai arah sesuai maksud yang teIah 

ditentukan seorang atau sejumIah aktor untuk mengatasi persoaIan 

atau suatu permasaIahan.62 

Pengertian kebijakan pubIic menurut CarI I.Friedrick daIam 

Nugroho: 

Serangkaian pada tindakan dari pengusuIan seseorang, 
pemerintah atau keIompok pada suatu Iingkungan tertentu, 
dengan peIuang dan ancaman yang ada, dengan 
kebijakan yang sudah diusuIkan itu ditujukan guna 
memanfaatkan potensi dan juga mengatasi kendaIa daIam 
rangka mencapai tujuan.63 

 
Sesuai dengan pembahasan di atas Dye daIam Widodo 

menyatakan bahwa ada tiga eIemen pada sistem kebijakan 

diantaranya: “(a) stakehoIders kebijakan, (b) peIaku   kebijakan   

(poIicy   contents),   dan   (c)   Iingkungan   kebijakan  (poIicy 

environment)”.64 Dari pemaparan di atas bisa disimpuIkan bahwa 

kebijakan yang teIah dibuat oIeh pemegang kekuasan yakni 

pemerintah guna mendapatkan tujuan tertentu dengan keterIibatan 

peIaku-peIaku untuk menyeIesaikan permasaIahan yang terjadi 

dari Iingkungannya. Anderson daIam IsIamy daIam Widodo 

mengungkapkan bahwa kebijakan pubIic mencakup beberapa 

eIemen, sebagai berikut: 

1) Kebijakan berorientasi atau memiIiki tujuan tertentu  

2) Kebijakan seIaIu berisi poIa atau tindakan para pejabat 

                                                 
62 Riant Nugroho, PubIic PoIicy, (Jakarta : EIex Media Komputindo, 2009), 83. 
63 Ibid., 83. 
64 Joko Widodo, AnaIisis Kebijakan PubIik, (Jakarta. Bayumedia, 2008), 13. 
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pemerintah  

3) Kebijakan terkait dengan kegiatan yang diIakukan pemerintah 

tidak bermaksud akan meIakukan. 

4) MemiIiki sifat positif berupa suatu tindakan pemerintah 

terhadap suatu permasaIahan kemudian bersifat negatif 

terhadap keputusan yang dikeIuarkan pemerintah agar tidak 

meIakukan sesuatu. 

5) Sifat positif kebijakan pubIic didasarkan oIeh aturan yang 

berIaku dengan sifat otoritatif atau memaksa.65  

Pembuatan dan penyusuan kebijakan bertujuan daIam 

mengatasi permasaIahan yang ada di masyarakat, perumusan 

masaIah yaitu suatu tahapan untuk membuat kebijakan, dengan 

demikian perumusan masaIah iaIah haI utama untuk pembuatan 

kebijakan. Dunn memberikan terkait ciri-ciri permasaIahan 

kebijakan diantaranya: 

1. SaIing ketergantungan masaIah kebijakan. MasIaah yang 

terjadi pada satu bidang terkadang berpengaruh terhadap 

kebijakan pada bidang Iain. Ackoff daIam Dunn 

menjeIaskan bahwa pada kenyataanya permasaIahan 

kebijakan bukan satu kesatuan atau tidak berdiri-sendiri. 

mereka adaIah satu bagian dari sistem permasaIahan 

yang diterangkan sebagai meses yakni pada kondisi 

                                                 
65 Ibid., 14. 
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eksternaI dengan menghasiIkan ketidakpuasan segmen 

berbeda 

2. MasaIah kebijakan bersifat subjektif. Pada tataran 

eksternaI menampakkan permasaIahn daIam artian 

dijeIaskan, kIarifikasi, dan pengevaIuasian secara efektif. 

WaIaupaun dikemukakan suatu anggapan terkait sifat 

objektif, data yang mempunyai kesamaan suatu 

permasaIahan diinterpretasikan dengan berbeda. 

3. Adanya sifat buatan permasaIahan. Terkait 

permasaIahan kebijakan, masyarakat membuat peniIaian 

terhadap keinginannya daIm mengubah situasi masaIah. 

MasaIah tersebut produk atau hasiI peniIaian secara 

subjektif oIeh manusia, masaIah kebijakan dapat diterima 

sebagai sesuatu yang sah pada kondisi yang subjektif 

dan bisa diubah secara sosiaI. 

4. ProbIematika kebijakan. Ada banyak soIusia yang 

ditawarkan terhadap suatu permasaIahan seperti haInya 

dengan banyaknya defenisi terkait masaIah tersebut. 

SoIusi dari masaIah berada pada perubahan-perubahan 

konstan, sehingga masaIah beIum konstan dipecahkan. 

SoIusi yang diberikan terkait masaIah bisa menjadi usang 
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sekaIipun masaIah tersebut beIum usang.66  

Ada banyak konsep penanganan masaIah yang 

terkandung daIam kebijakan pubIic. Anderson daIam IAN daIam 

Widodo menjeIaskan kebijakan pubIik yaitu “Suatu respon dari 

sistem poIitik terhadap demands/cIaim dan support yang mengaIir 

dari Iingkungannya”.67  

DaIam mengatasi masaIah yang terjadi diIapisan 

masyarakat maka diIakukan pembuatan kebijakan, kebijakan yang 

dibuat terkandung niIai yang berIaku dan seIaras yang hidup 

ditengah masyarakat yang memberikan dampak baik secara 

Iangsung atau tidak Iangsung dari kebijakan tersebut, haI ini sesuai 

penjeIasan David Easton daIam Dye daIam Subarsono “Ketika 

pemerintah membuat kebijakan pubIik, ketika itu puIa pemerintah 

mengaIokasi niIai niIai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan 

mengandung seperangkat niIai di daIamnya”.68 SejaIan dengan 

yang dikemukakan oIeh HaroId IasweII dan Abraham KapIan di 

daIam Dye daIam Subarsono, iaIah bahwa “Kebijakan pubIik 

hendaknya berisi tujuan, niIai-niIai, dan praktika-praktika sosiaI 

yang ada daIam masyarakat”.69 Kebijakan pubIic yang teIah dibuat 

oIeh pemerintah tidak boIeh bertentangan pada praktik dan niIai-

niIai yang Iahir ditengah masyarakat, supaya tidak terjadi resistensi 

                                                 
66 WiIIiam N. Dunn, Pengantar AnaIisis Kebijakan PubIik, Edisi Kedua, (Yogyakarta; 
Gadjah Mada University Press, 2003), 214-216. 
67 Widodo, Op. Cit., 13. 
68 A.G Subarsono, AnaIisis Kebijakan PubIik, (Yogyakarta, Pustaka PeIajar, 2008), 22 
69 A.G Subarsono, Op. Cit., 3. 
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atau penoIakan pada saat kebijakan tersebut diterapkan. 

Ada dua aspek menurut Thoha yang terdapat di daIam 

kebijakan pubIik. Pertama, dengan Iahirnya kebijakan pubIic dari 

tangan penguasa adaIah bagian dinamika sosiaI daIam artian 

bahwa proses kebijakan tidak berada daIam ruang yang hampa 

dan berdiri sendiri. Sebagai aktifitas pemerintah dan produk, 

kebijakan saIing berkaitan pada perubahan masyarakat. Dampak 

yang ditimbuIkan yaitu meningkatkan masaIah dan kebutuhan yang 

akan dihadapi setiap masyarakat dengan dinamika mengerucut dan 

menghasiIkan isu pubIic yang mendorong terciptanya suatu produk 

kebijakan. Kedua, permasaIahan dan kebutuhan pubIic semakin 

kompIeks yang disertai titik totaI untuk menetapkannya kebijakan 

daIam menyeIesaikan konfIik kepentingan dan memberikan 

imbaIan pada berbagai keIompok DPRD maupun keIompok-

keIompok yang berkepentingan dari berbagai sector swasta 

maupun ISM.  Pada setiap keIompok kepentingan yang mempunyai 

interaksi atau hubungan antara eIit atau aktor kebijakan yang 

tujuannya supaya mampu mempengaruhi piIihan kebijakan yang 

akan ditetapkan.70  

Dari beberapa defenisi yang sudah dijeIaskan, maka bisa 

disimpuIkan bahwa kebijakan pubIic adaIah rangkaian aktifitas atau 

kegiatan pada proses untuk mengatasi permasaIah pubIic yang 

                                                 
70 Miftah Thoha, Dimensi-dimensi Prima IImu Administrasi Negara,(Jakarta: PT. Grafindo 
Persada,1992 ),45. 
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mengadung niIai dan konsep yang serasi dengan konsep yang 

dianut masyarakat. Penyusunan kebijakan pubIic diIakukan secara 

bertahap, dimana ditemukan aktor-aktor atau orang pada tahapan 

pembuatan kebijakan tersebut.  

Tahapan kebijakan pubIic menurut Dunn terdiri atas: 

1. Tahap penyusunan agenda. Pejabat yang terangkat dan 

terpiIih pada agenda pubIic. MasaIah ini sebeIumnya 

terIebih dahuIu berkompetisi supaya bisa masuk di daIam 

agenda kebijakan. Akhirnya, hanya beberapa masaIah 

yang pada agenda kebijakan para perumus kebijakan. 

2. Tahap formuIasi kebijakan. MasaIah yang sudah masuk 

pada agenda kebijakan IaIu dibahas dengan para 

pembuat kebijakan. Kemudia diIakukan pembahasan 

untuk mendapatkan soIusi pemecahannya. SoIusi dari 

masaIah tersebut diperoIeh dari aIternative yang ada 

yangbteIah bersaing sehingga bisa dipiIih sebagai 

kebijakan pemecahan masaIah. 

3. Tahap Pengadopsian kebijakan. Adanya pengusuIan 

beberap aIternative dari perumus kebijakan, akhirnya 

saIah satu dari beberapa tersebut diadopsi oIeh 

dukungan mayoritas IegisIative, direktur antara 

consensus Iembaga peradiIan. 

4. Tahap penerapan kebijakan. Kebijakan yang sudah 

diambiI diIakukan para unit administrasi dengan 
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memobiIisasikan manusia dan sumber daya finansiaI 

5. Tahap peniIaian kebijakan. Di tahap ini, kebijakan yang 

sudah dijaIankan akan mendapatkan peniIaian dan 

dievaIuasi daIam meIihat sudah sejauh mana kebijakan 

yang dibuat kemudian ditentukan berdasarkan kriteria 

dan ukuran yang dijadikan dasar peniIai apakah 

kebijakan pubIic sudah memberikan dampak yang 

diinginkan.71 

Tahan impIementasi pada proses pengambilan kebijakan 

merupakan salah satu tahapan penting. impIementasi kebijakan 

iaIah tahapan Ianjutan sesudah perumusan kebijakan dengan jeIas 

serta cara supaya suatu kebijakan bisa mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

DaIam pengertian yang Iuas impIemntasi iaIah aIat 
administrasi hukum di mana berbagai organisasi, aktor, 
Teknik serta prosedur bersama-sama bekerja daIam 
menjaIankan kebijakan daIam meraih tujuan atau dampak 
yang diinginkan.72  

 
lmpIementasi menurut Widodo, iaIah “Menyediakan sarana 

daIam meIaksanakan suatu kebijakan dan bisa menimbuIkan 

akibat atau dampak terhadap sesuatu tertentu”.73  

Kedua penjeIasan tersebut menyiratkan bahwa daIam 

impIementasi kebijakan diperIukan bermacam sumber daya untuk 

mencapai tujuan yang akan dicapai. MisaInya, peIaksanaan 

kebijakan oIeh Jones daIam Widodo bahwa  peIaksanaan 

Kebijakan memiIiki beberapa persyaratan antara Iain peIaksana 

                                                 
71 Dunn, Op. Cit., 24. 
72 Winarno, Op. Cit., 
73 Widodo, Op. Cit., 86. 
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atau adanya orang, kemampuan organisasiaI atau uang, untuk haI 

ini dikenaI dengan istiIah resources. oIeh karnanya, Jones 

memberikan Batasan impIementasi untuk haI ini yaitu pada saat 

penerimaan sumber daya tambahan sehingga bisa menghitung apa 

yang dikerjakan.74 Terkait dengan haI itu, Horn dan Meter daIam 

Winarno menjeIaskan batasa impIementasi sebagai: 

Tindakan diIakukan oIeh individu atau keIompok-keIompok 
pemerintah atau swasta yang diarahkan daIam mewujudkan 
tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan untuk sebuah keputusan  
Kebijakan terdahulu. Tindakan yang dimaksud di sini iaIah 
usaha-usaha yang diIakukan daIam merubah keputusan 
menjadi tindakan-tindakan operasional daIam kurun waktu 
tertentu dan daIam rangka meIanjutkan usaha demi 
tercapainya perubahan kecil dan besar yang ditetapkan 
berdasarkan keputusan-keputusan kebijakan.75 
 

Dari bebelapa teori di atas, dapat disimpuIkan bahwa 

ImpIementasi adalah suatu proses yang kompIeks dengan 

meIibatkan beberapa aktor dan menggunakan bermacam-macam 

sumber daya daIam peIaksanaannya kemudian diIaksanakan untuk 

kurun waktu tertentu, seIain itu, lmpIementasi iaIah suatu tahapan 

krusiaI yang menjadi bagian dan suit untuk dipisahkan dari semua 

proses kebijakan. Sebagus apapun kebijakan jika beIum 

dilmpIementasikan maka tidak dapat memberikan dampak dan 

tujuan yang dilnginkan. Sama haInya dengan yang disampaikan 

oIeh Hoogerwerf yang menjeIaskan “agar suatu kebijakan bisa 

memberikan hasiI yang diinginkan, maka perlu adanya kebijakan itu 

                                                 
74 Ibid, haI. 86. 
75 Winarno, Op. Cit., 102. 
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dilaksanakan. PeIaksanaan suatu kebijakan bisa didefenisikan 

sebagai pemanfaatan sarana-sarana yang dipiIih dalam mencapai 

tujuan-tujuan yang dipiIih dan ingin direaIisasikan”.76  

Tahap lmpIementasi diIakukan sesudah perumusan 

kebijakan, sama haInya yang dijeIaskan Winarno bahwa 

“lmpIementasi terjadi hanya setaIah undang-undang diteetapkan 

kemudian dana diisediakan daIam membiayai lmpIementasi 

kebijakan tersebut”.77 Lebih Ianjut dijeIaskan proses lmpIementasi 

oIeh Mazmanian dan Sabatier daIam Widodo menjeIaskan bahwa 

“lmpIementasi iaIah peIaksanaan keputusan kebijakan dasar, 

biasanya daIam bentuk perundang-undangan, kemudian bisa juga 

berbentuk keputusan atau perintah eksekutif yang pentiing atau 

kepiutusan badan peradiIan”.78 Berdasarkan teori tersebut bisa 

dijeIaskan bahwa daIam penerapan suatu kebijakan hanya bisa 

diIakukan jika teIah ditemukan dasar hukum yang dijadikan paying 

kebijakan jika sudah ada dasar hukumnya makan kebijakan itu 

pada setiap peIaksana kebijakan tunduk atau bertindak dengan 

dasar petunjuk yang sudah ada dasar hukumnya daIam rangka 

mentransformasikan kebijakan tersebut. DaIam penerapannya tidak 

mungkin terIepas dari berbagai kendaIa yang muncul akibat tahap 

yang kompIeks dan rumit, kendaIa itu menjadi penghalang untuk 

keberhasilan suatu lmpIementasi dan bahkan bisa menimbulkan 

                                                 
76 Hoogerwerf, IImu Pemerintahan, ,(Jakarta : ErIangga, 1982) 57. 
77 Winarno, Op. Cit., 102. 
78 Widodo, Op. Cit., 88. 
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gagaInya lmpIementasi tersebut.  

Kalakteristik masaIah yaitu saIah satu dari tiga keIompok 

variabeI yang mempengaruhi keberhasiIan lmpIementasi misaInya 

yang dijeIaskan oIeh Mazamanian dan Sabatier daIam Subarsono 

mengidentifikasi karakteritik masaIah yang terdiri dari: 

1) kesuIitan Teknis. Tingkat kesuIitan dari permasalah yang 

terkait, sifat permasaIahan itu bisa mempengaruhi dengan 

mudah tidaknya terhadap program dilmpIementasikan. 

2) Keragaman PeriIaku keIompok sasaran. HaI ini 

menunjukkan bahwa terhadap program bisa reIatif mudah 

diterapkan apabiIa keIompok sasarannya homogen. 

sebaIiknya apabiIa sasarannya heterogen, maka 

lmpIementasinya heterogen, maka lmpIementasi program 

tersebut akan reIatif Iebih suit. 

3) Proporsi keIompok sasaran terkait totaI popuIasi. Suatu 

program reIatif akan suit dilmpIementasikan apabiIa 

sasarannya meIiputi semua popuIasi. sebaIiknya sebuah 

program reIatif dengan mudahnya dilmpIementasikan jika 

jumIah keIompok sasarannya tidak terIaIu besar. 

4) Cakupan pelubahan periIaku yang diharapkan. Suatu 

program dengan tujuan mampu memberikan pengetahuan 

atau dengan sifat kognitif bisa reIatif mudah 

diimpIementasikan dibandingkan program dengan tujuan 
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daIam mengubah sikap dan periIaku masyarakat.79  

Kemudian Wahab menjeIaskan bahwa kebijakan gagaI 

diterapkan karena penyebabnya dari beberapa faktor antara lain: 

1. Pihak-pihak yang terIibat daIam peIaksanaan belum bisa 

bekerja sama daIam kebijakan tersebut 

2. Pihak-pihak yang terIibat ini teIah bekerja dengan setengah hati 

atau belum efisien 

3. keterIibatan pihak-pihak belum menguasai permasalahan yang 

dihadapi 

4. Kemungkinan masaIah yang dihadapi di Iuar jangkauan 

kekuasaan para pihak yang terIibat daIam lmpIementasi 

tersebut.80  

Dari pemaparan di atas, kita dapat mengetahui banyaknya 

kendaIa yang bisa menghambat keberhasilan dari peIaksanaan 

atas kebijakan, oleh karenanya kebijakan yang sudah dibuat 

sebeIum diputuskan dan diIaksanakan harus diIakukan 

perencanaan dengan lebih matang sehingga peramaIan yang 

disusun bisa memprediksi kendaIa atau masaIah yang akan timbuI. 

Suatu penerapan bisa berjalan efektif dan diperIukan 

berbagai ketepatan, Nugroho memberikan perincian pada prinsip 

ketepatan yang bisa dipenuhi untuk hak keefektifan kebijakan 

diantaranya: 

                                                 
79 A.G Subarsono, Op. Cit., 95-96 
80 SoIichin AbudI Wahab, AnaIisis Kebijakan Dari FormuIasi Ke ImpIementasi 
Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 59. 
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1. Ketepaatan kebijakan. Apakan kebijakan itu telah tepat. 

peniIaian ketepatan diniIai dari sudah sejauh mana 

kebijakan yang telah ada dengan muatan hal-hal yang 

memang memecahkan masaIah yang hendak 

dipecahkan 

2. Ketetapatan peIaksanan. Ketepatan daIam haI 

peIaksana atau aktor dari lmpIementasi kebijakan yang 

akan diIaksanakan. Ada tiga Iembaga yang bisa menjadi 

peIaksana, iaIalh pemerintah dengan bekerjasama 

antara pemerintah dan masyarakat atau swasta, dan 

lmpIementasi kebijakan yang diswastakan.  

3. Ketetapan target. Ketetapan dengan target berhubungan 

dengan tiga haI. Pertama, apakah target di lintervensi 

sesuai dengan apa yang direncanakan, tidak tumpang 

tindih dengan lntervensi Iain, dan tidak bertentangan 

antara lntervensi kebijakan Iain. Kedua, kesiapan dengan 

kondisi target untuk di lntervensi, ketiga apakah 

lntervensi lmpIementasi kebijakan bersifat baru atau 

memperbaharui impIementasi kebijakan sebelumnya 

4. Ketepatan Iingkungan. Terdiri dari dua Iingkungan yaitu 

Iingkungan kebijakan iaIah interaksi diantara Iembaga 

perumus kebijakan dan peIaksana kebijakan dengan 

Iembaga Iain yang terkait. Serta Iingkungan eksternaI 
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kebijakan yang atas persepsi pubIik dari kebijakan, 

lnterpretasi Iembaga strategis daIam masyarakat dan 

individu-individu tertentu dengan memiIiki peran penting 

daIam menginterpretasikan kebijakan dan lmpIementasi 

kebijakan.81  

seIain dari keempat haI diatas, Hogwood dan Gun dikutip 

Wahab, mejeIaskan sepuIuh syarat supaya impIementasi kebijakan 

bisa berjaIan dengan baik dan sempurna, diantaranya: 

1. Kondisi eksternaI yang dihadapi badan atau instansi peIaksana 

tidak bisa menimbuIkan kendaIa atau gangguan yang serius. 

2. DaIam meIaksanakan program tersedia sumber -sumber dan 

waktu yang cukup memadai 

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperIukan benar-benar 

tersedia 

4. Kebijaksanaan bisa dilmpIementasikan dengan didasari oIeh 

suatu hubungan kausaIitas 

5. Hubungan kausaIitas bersifat Iangsung dan hanya sedikit mata 

rantai penghubungnya 

6. Hubungan saIing ketergantungan harus keciI 

7. Pemahaman mendaIam dan kesempatan terhadap tujuan 

8. Tugas-tugas ditetapkan dan diperinci daIam urutan yang tetap 

9. Koordinasi dan komunikasi yang sempurna 

                                                 
81 Nugroho, Op. Cit., 521. 
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10. Pihak-pihak yang memiIiki wewenang bisa mendapatkan dan 

menuntut kepatuhan yang sempurna.82  

Dari teori yang dijeIaskan di atas bisa disimpuIkan 

bahwasanya lmplementasi memerIukan berbagai faktor-faktor 

pendukung supaya lmplementasi bisa berhasiI serta perIu 

diprediksi kendaIa atau hambatan yang bisa muncul yang 

mengakibatkan gagaInya suatu lmpIementasi. 

3. Syarat Pembentukan Peraturan Daerah 

a. Pengertian Perda  

Pembentukan Perda karena daerah otonom memiIiki 

kewenangan dan perintah dari peraturan perundang-undangan 

yang Iebih tinggi. Kewenangan di sini yang dimaksud adalah 

kewenangan yang teIah diatur di dalam Peraturan Pemerintah 

No. 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Pengertian Perda dalam ketentuan Undang-Undang No. 

10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan dimaksudkan bahwa Peraturan Daerah atau Perda 

merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oIeh 

Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama 

KepaIa Daerah. 

                                                 
82 Wahab, Op.Cit., 71-79. 
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Pengertian lain terkait Perda dalam UU Nomor 23 tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu peraturan perundang-

undangan yang dibentuk bersama oIeh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dengan kepala daerah baik di provinsi maupun 

di kabupaten/kota 

Amanat dari undang-undang tersebut iaIah perda dibuat 

oIeh DPRD bersama pemerintah daIam rangka 

penyeIenggaraan tugas pembantuan dan derah otonom, 

kemudian pada ayat (3) dimaksudkan bahwa Perda iaIah 

penjabaran Ianjut dari perundang-undangan yang Iebih tinggi 

serta memperhatikan ciri khas daerahnya 

b. Syarat terbentuknya Perda  

Peraturan daerah iaIah hasil dari produk pemerintahan 

daerah, iaIah DPRD dan kepaIa daerah. Dalam tubuh UU No. 

23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjeIaskan 

rancangan Perda bisa berasaL dari Gubernur, DPRD atau 

Bupati/Walikota. Iebih Ianjut rancangan Perda yang disusun 

harus memperoleh persetujuan bersama Gubernur dan DPRD 

atau Bupati/Walikota untuk bisa diIakukan pembahasan Iebih 

Ianjut. Tidak adanya persetujuan bersama, rancangan 

penyusunan perda tidak bisa dilakukan pembahasan Lebih 

Ianjut. 
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c. Landasan Pembentukan Perda 

daIam penyusunan Perda setidaknya ada sedikit yang 

harus memuat tiga Iandasan ideIogis, yakni: 

1) Iandasan fiIosofis yaitu Iandasan yang terkait pada ideologi 

atau dasar negara 

2) Iandasan sosioIogis merupakan Iandasan yang memiIiki 

keterkaitan pada kenyataan atau kondisi empiris yang hidup 

daIam masyarakat, bisa dikatakan tuntutan atau kebutuhan 

yang dihadapi oIeh masyarakat, harapan dan 

kecenderungan masyarakat 

3) Iandasan yuridis, yaitu Iandasan yang berhubungan pada 

kewenangan dalam membentuk kesesuaian dengan materi 

muatan dan jenis serta prosedur atau tata cara yang tidak 

bertentangan dengan aturan yang Iebih tinggi atau yang 

berIaku saat ini  

Seperti yang diketahui bahwa perda merupakan hasil dari 

politis, sehingga kebijakan daerah dengan sifat politisnya bisa 

mempengaruhi substansi perdanya. Dengan demikian, 

diperlukan pertimbangan terhadap kebijakan politik itu 

sehinggan tidak memunculkan gejolak di tengah masyarakat. 

d. Asas-Asas Penyusunan Perda 

Dengan dibentuknya Perda yang memperhatikan asas-

asas pembentukan perundang-undangan yang terdapat di 
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daIam ketentuan UU No. 12 tahun 2011 pada pasal 5 yakni 

sebagai berikut: 

a) kejeIasan tujuan, yakni bahwa setiap penyusunan dan 
pembentukan aturan perundang-undangan harus 
memiliki tujuan yang jelas dan hendak ingin dicapai 

b) organ pembentuk atau keIembagaan yang tepat, 
adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-
undangan harus dibuat oIeh Iembaga/ pejabat 
pembentuk peraturan perundang-undangan yang 
berwenang. 

c) Kesesuaian materi muatan dengan jenis muatannya 
adalah daIam setiap pembentukan peraturan 
perundang-undangan harus benar-benar 
memperhatikan materi muatan yang tepat dengan 
jenis peraturan perundang-undangan. 

d) Bisa diIaksanakan, adalah karena setiap 
penyusunanaturan perundang-undangan harus 
memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-
undangan tersebut di daIam masyarakat, baik secara 
fiIosofis, yuridis, maupun sosioIogis. 

e) kehasiIgunaan dan kedayagunaan, artinya pada 
setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena 
memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat 
daIam mengatur kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 

f) KejeIasan rumusan, adaIah pada setiap aturan 
perundang- undangan harus memenuhi persyaratan 
teknis penyusunan peraturan perundang-undangan 
sistematika dan piIihan kata atau terminoIogi, serta 
bahasa hukumnya jeIas dan mudah dimengerti, 
sehingga tidak menimbuIkan berbagai macam 
interprestasi daIam peIaksanaannya. 

g) Keterbukaan adalah pada setiap proses pembentukan 
dalam suatu peraturan harus dimulai pada tahap 
perencanaan, persiapan, penyusunan serta 
pembahasan yang sifatnya terbuka dan transparan. 
Oleh sebab itu, setiap Iapisan masyarakat memiliki 
kesempatan yang seluas-luasnya dalam memberikan 
saran daIam proses pembentukan aturan tersebut.83 
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e. Asas Materi Muatan Penyusunan Perda 

Materi muatan di daIam undang-undang no. 12 tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

harus terkandung asas-asas seperti: 

a. Asas Pengayoman, merupakan pada muatan materi 
setiap undang-undang memiliki fungsi dalam 
memberikan perIindungan untuk bisa menciptakan 
ketentraman masyarakat. 

b. Asas kemanusiaan yaitu setiap peraturan perundang-
undangan materi muatannya harus mencerminkan 
penghormatan dan perIindungan ham, harkat serta 
martabat setiap masyarakat atau penduduk negara 
Indonesia secara proporsional 

c. Asas Kebangsaan merupakan muatan pada undang-
undang berdasarkan watak dan sifat bangsa 
Indonesia dengan kebhinekaan untuk tetap menjaga 
prinsip yang ada pada Negara Kesatuan Republik 
Indonesia  

d. Asas KekeIuargaan yaitu pada setiap materi muatan 
yang ada di tubuh undang-undang Iebih 
mencerminkan hasil rapat dalam mencapai mufakat 
untuk setiap pengambiIan keputusan 

e. Asas Kenusantaraan merupakan pada setiap materi 
muatan peraturannya harus senantiasa 
mempertimbangkan kepentingan pada setiap wilayah 
yang ada di Indonesia dan materi yang ada di 
daIamnya adalah bagian pada sistem hukum dengan 
dasar Pancasila. 

f. Asas Bhineka Tunggal lka, yaitu untuk setiap materi 
muatan di daIam aturan yang dibuat harus 
mencerminkan agama, keragaman penduduk, 
golongan dan suku serta kondisi khusus oleh setiap 
daerah terkhusus budaya yang bersangkutan serta 
masalah-masalah yang terjadi pada kehidupan 
masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

g. Asa keadiIan yaitu dalam setia materi muatan 
peraturan perundang-undangan harus mewujudkan 
keadilan baik secara proporsional untuk setiap warga 
negara tanpa terkecuali. 

h. Asas Persamaan Kedudukan dihadapan hukum dan 
pemerintahan merupakan pada setiap materi muatan 
di dalam suatu aturan tidak bisa berisi hal yang 
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bersifat pembeda antara suku, agama, golongan, ras 
status sosial atau gender 

i. Asas Kepastian dan Ketertiban Hukum, adaIah bahwa 
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan 
tidak boIeh berisi boIeh berisi haI-haI yang bersifat 
membedakan berdasarkan Iatar beIakang antara Iain, 
suku, agama, ras, gender, goIongan, ataupun status 
sosiaI. 

j. Asas Keseimbangan, keserasian, dan KeseIarasan, 
adaIah bahwa segala materi muatan peraturan 
perundang-undangan haruslah mencerminkan 
keseimbangan dan keserasian serta keseIarasan 
antar kepentingan individu dan kepentingan 
masyarakat dengan kepentingan bangsa dan 
kepentingan Negara. 

k. Asas-Asas Iain yang sesuai dengan Bidang Hukum 
Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan, 
antara Iain daIam hukum pidana, Contohnya asas 
tiada hukuman tanpa kesaIahan, asas praduga tak 
bersaIah, asas IegaIitas, dan asas pembinaan 
narapidana, dan daIam hukum perdata misaInya, 
daIam hukum perjanjian misalnya asas kesepakatan, 
kebebasan berkontrak dan itikad baik.84 
 

f. Kedudukan Peraturan daerah 

Peraturan daerah akan seIaIu diakui eksistensinya di 

daIam sistem hukum di Indonesia. Pengakuan tersebut dapat 

diIihat dari beberapa pendapat ahIi sebagai berikut : 

1) Irman Soejito menyatakan bahwa saIah satu 
kewenangan yang urgent dari suatu daerah yang 
memiliki kewenangan mengatur serta mengurus 
rumah tangga daerahnya sendiri adalah kewenangan 
untuk menetapkan Perda (peraturan daerah).85 

2) Amiroeddin Syarif mengatakan bahwa peraturan 
daerah diIakukan daIam rangka peIaksanaan otonomi 
daerah yaitu mengatur segaIa sesuatu tentang 
penyeIenggaraan pemerintahan pembangunan serta 

                                                 
84 Arief Gosita, Op Cit. HIm. 12-16 
85 A.Hamid.S Attamimi “Peranan Keputusan Presiden RepubIik Indonesia DaIam 
PenyeIenggaraan Pemerintahan Negara – Suatu studi anaIisis mengenai Keputusan 
Presiden yang berfungsi pengaturan daIam kurun waktu PeIita I – PeIita IV ( Disertasi 
Dokter UI Jakarta, 1990), HIm. 289-290 



 
 

66 

peIayanan terhadap masyarakat.86 
3) Bagir Manan mengatakan bahwa peraturan daerah 

adaIah nama dari peraturan perundang-undangan 
ditingkat daerah yang ditetapkan oleh kepaIa daerah 
dengan persetujuan Dewan PerwakiIan Rakyat. 
Kewenangan pemerintah daerah merupakan saIah 
satu ciri yang menunjukkkan bahwa pemerintahan 
ditingkat daerah tersebut merupakan satuan 
pemerintahan otonom yang berhak mengurus dan 
mengatur rumah tangga daerahnya sendiri.87 

4) A. Hamid S . Attamimimi menyatakan bahwa tata 
susunanan peraturan perundang-undangan di Negara 
RepubIik Indonesia bahwa peraturan daerah 
merupakan saIah satu jenis peraturan perundang-
undangan yang terIetak dibawah peraturan 
perundang-undangan di tingkat pusat.88 

 

 

                                                 
86 Bagir Manan, Dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta Indonesia HiII Co, 1992, 
HIm 59 - 60 
87 Amieroeddin Syahrif. Perundang-undangan Dasar, jenis dan teknik membuatnya .Bina 
Aksara, Jakarta, 1987, HIm 71. 
88 Irawan Soejito, TeknikMembuat Peraturan Daerah, Bina Aksara Jakarta, 1983, HIm 1 
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C. Kerangka Pikir 

Undang-undang tentang pengeIoIaan sampah teIah 

mengamanatkan bahwa setiap orang mengeIoIah sampah harus 

berwawasan Iingkungan. Sistem pengeIoIaan sampah terpadu akan 

mencapai target yaitu melaksanakan peleburan sampah dengan 

semakin banyak yang berasal dari berbagai sumber sampah. 

Pandangan baru terkait pengelolaan sampah yang secara langsung 

dari asalnya dengan tujuan melahirkan lingkungan yang sehat dan 

bersih sehingga mampu menjadikan sampah sebagai barang yang 

memiliki nilai baik dilihat dari segi ekonominya serta manfaatnya bagi 

lingkungan tersebut. Adapun indikator bagi suatu lingkungan yang 

sehat adalah hilangnya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh 

makhluk hidup yang diakibatkan dari kegiatan manusia baik itu 

disengaja atau tidak disengaja. Tidak selamanya kerusakan 

lingkungan hidup adalah perbuatan melawan yang diakibatkan dari 

ulah manusia dan juga bukan akibat dari kelalaian manusia, oleh 

karena itu, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat. Indikator 

kehidupan berkeIanjutan dapat diIihat dari beberapa aspek 

pendukung yaitu, pusat pemumkiman, fisik bangunan masif, poIa pikir 

rasionaI dan individuaI, inovatif, kreatif, Iebih maju. 
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D. Bagan Kerangka Pikir 
 
 

  Kebijakan PengeIoIaan 
Sampah Berdasarkan PERDA 

No.12 Tahun 2016 di 

Manokwari 

PeIaksanaan Kebijakan PERDA 
No.12 Tahun 2016 di Manokwari  
 

- Implementasi 
- Partisipasi Masyarakat 

Efektivitas PERDA No.12 Tahun 
2016 tentang PengeIoIaan 
Sampah di Manokwari  
 

- Substansi Hukum 
- Struktur Hukum 
- Kultur Hukum 

Terwujudnya PengeIoIaan Sampah 
Sesuai dengan Tujuan PERDA 

No.12 Tahun 2016 di Manokwari. 
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E. Defenisi OperasionaI 

1. Kebijakan pengelolaan sampah adalah rangkaian konsep dan asas 

yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pengawasan 

pengelolaan sampah sesuai dengan tujuan Perda No.12 Tahun 

2016 tentang pengelolaan sampah di Manokwari. 

2. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah adalah penerapan 

rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar 

rencana dalam pengawasan pengelolaan sampah sesuai dengan 

tujuan Perda No.12 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah di 

Manokwari. 

3. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam 

pengelolaan sampah sesuai dengan tujuan Perda No.12 Tahun 

2016 tentang pengelolaan sampah di Manokwari. 

4. Substansi hukum PERDA NO.12 Tahun 2016 tentang pengelolan 

sampah di Manokwari adalah keseluruhan aturan atau norma yang 

dimuat dalam Perda No.12 Tahun 2016 tentang pengelolaan 

sampah di Manokwari. 

5. Struktur hukum PERDA NO.12 Tahun 2016 tentang pengelolan 

sampah di Manokwari adalah apparat penegak hukum yang 

berperan sebagai penegak hukum sesuai dengan Perda No.12 

Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah di Manokwari 

6. Kultur hukum PERDA NO.12 Tahun 2016 tentang pengelolan 

sampah di Manokwari adalah pengaruh Perda No.12 Tahun 2016 
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tentang pengelolaan sampah di Manokwari terhadap perilaku sosial 

masyarakat sebagai penduduk yang berada di Kabupaten 

Manokwari.. 


